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ABSTRAK

Annastasya. H. Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh TKBM
di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah ).

Pada prinsipnya Islam adalah agama yang mendorong pemeluknya untuk
melakukan berbagai aktivitas ekonomi, baik dalam bidang perdagangan, pertanian,
perindustrian, dan aktivitas lainnya yang menghasilkan materi (uang/upah) yang
cukup untuk menghidupi kehidupan manusia sehari-hari. Sama halnya dengan buruh
yang bekerja di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Sistem Pengupahan buruh di
Pelabuhan menggunakan sistem borongan pada buruh muatan dasar dan sistem satuan
hasil pada buruh bagasi. Dimana upah yang diterima oleh buruh muatan dasar
tergantung dari sedikit banyaknya barang muatan dasar yang diberikan oleh
bendahara Koperasi TKBM sehari setelah pekerjaan selesai, sedangkan upah buruh
bagasi tergantung banyak sedikitnya barang bawaan penumpang kapal dimana telah
terjadi kesepakatan diawal terkait upah yang akan diberikan. Persoalan upah tidak
dapat dipisahkan dari prinsip keadilan dan kesejahteraan. System upah yang
diinginkan oleh tenaga kerja harus adil, karena upah adalah sarana dalam mencapai
kesejahteraan, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang
sistem pengupahan dalam peningkatkan kesejahteraan buruh TKBM di Pelabuhan
Nusantara Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriktif.
Jenis penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan (Field Research), pengumpulan
data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sumber data yang
diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua sistem
pengupahan yang diterapkan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, yakni Sistem
Borongan bagi buruh muatan dasar dan Sistem Satuan Hasil bagi buruh khusus
bagasi. Dimana, 1) Pengupahan dalam sistem borongan yang diterapkan pada buruh
muatan dasar belum sepenuhnya bisa dikatakan baik, karena beberapa buruh
mengaku bahwa upah yang diterima belum adil dan layak. Sementara pengupahan
dalam sistem satuan hasil pada buruh bagasi sudah sesuai dengan prinsip Hukum
Ekonomi Syariah karena terdapat kejelasan akad dan kesepakatan terkait besarnya
upah yang akan diterima. 2) Tingkat kesejahteraan pada buruh di Pelabuhan
Nusantara Kota Parepare sebagai implikasi dari sistem upah secara umum belum bisa
dikatakan sejahtera. Hal itu lantaran adanya beberapa indikator kesejahteraan
menurut BPS dan Ekonomi Islam yang belum tercapai, seperti pendapatan/upah yang
menurut beberapa buruh masih terbilang pas-pasan, pengeluaran tak terduga, serta
kondisi perumahan dimana masih ada buruh yang tempat tinggalnya dengan
menyewa rumabh.

Kata kunci: Sistem Pengupahan, Kesejahteraan Buruh dan Hukum Ekonomi
Islam.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kesejahteraan secara langsung berhubungan dengan pemenuhan
kebutuhan. Sebab itu, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seseorang dituntut
bekerja agar mendapatkan upah untuk menopang hidupnya. Upah ialah salah satu
indikator penting untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang pekerja maupun
keluarganya. Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan sangat penting dalam
kehidupan.

Selaras dengan hal ini, seseorang memerlukan orang lain untuk memenuhi
kebutuhannya. Dalam hubungan kerja, salah satu pihak merupakan penyedia
pekerjaan, majikan atau pengusaha yang akan memberikan upah dan pihak
lainnya merupakan penyedia jasa manfaat yang biasa disebut karyawan, pegawai
atau buruh yang akan menerima kompensasi berupa buruh dari pekerjaan yang
mereka lakukan. Dalam literature figih hal ini disebut sewa menyewa tenaga
manusia atau akad ijarah al-amal. ljarah berasal dari kata Al-Ajru, berarti Al-
iwadh (upah atau ganti). ljarah adalah salah satu kegiatan muamalah untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia. ljarah juga termasuk dalam transaksi yang
merujuk pada suatu pekerjaan khusus dimana pekerjaan tersebut menghasilkan
imbalan yang biasa dikenal dengan upah-mengupah.*

Upah merupakan persoalan yang sangat krusial bagi tenaga kerja dan pemberi
kerja (pengusaha), pasalnya pekerjaan khusus yang diberikan oleh pengusaha

dapat diselesaikan dengan jasa tenaga kerja. Begitupun sebaliknya, tenaga kerja

'Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan
Syariah, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 129-131



juga diuntungkan dengan pekerjaan yang diberikan pengusaha sehingga dapat
menghasilkan upah untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Oleh sebab itu,
interaksi ketenagakerjaan dalam paham syariah yakni jalinan kerjasama yang
didalamnya prosesnya saling menguntungkan, tidak ada satu pihakpun yang akan
dirugikan.Upah wajar dalam hal ini adalah tidak seorangpun yang dirugikan.

Di Parepare terdapat pelabuhan yang menjadi salah satu titik pergerakan
ekonomi. Keberadaan Pelabuhan ini memberikan dampak ekonomi bagi
masyarakat terutama bagi buruh. Buruh di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare
tergabung dalam sebuah koperasi bernama Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat
(TKBM) Mallusetasi. Kehadiran buruh pelabuhan tentunya sangat penting untuk
membantu dan memperlancar proses bongkar muat barang penumpang kapal
maupun pengusaha.

Di Pelabuhan buruh yang melakukan bongkar muat barag memiliki peran
serta fungsi yang khusus dibidangnya. Dari observasi awal yang dilakukan,
penulis mengetahui bahwa buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare
terbagi menjadi dua bagian, yakni buruh harian dan buruh muatan dasar. Buruh
harian adalah buruh yang bekerja dengan mengangkut barang penumpang,
dimana upahnya ditentukan oleh kedua belah pihak (penumpang dan buruh)
namun mereka tidak diperkenankan untuk mengerjakan muatan dasar. Sementara
buruh muatan dasar merupakan buruh yang melakukan pekerjaan bongkar muat
barang milik pengusaha seperti beras, sayur mayur, rumput laut dan lain
sebagainya. Upah yang mereka terima berasal dari berapa banyak barang yang
masuk dan jenis barang yang akan dibongkar muat karena harga setiap barang

berbeda tergantung jenisnya. Setelah itu, dikalkulasikan kemudian dibagi rata



kepada buruh dan mandor yang bekerja pada hari itu. Biasanya, upah diterima
sehari setelah pekerjaan diselesaikan. Baik buruh harian dan buruh muatan dasar,
tampaknya menunjukkan adanya ketidakjelasan minimum upah yang secara
langsung berhubungan dengan tingkat kesejahteraan buruh dan keluarga.

Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 Allah menjelaskan:

5 “,;":aa,,;,‘g.z_\? PEs w 6yl oy - A

slang 1518 L rnaly o 531 265 53005 40k 5 g AR (a3 b (Al 51 83 e lAlia dee G
’ o ;1’,&‘:,{ T 8% A% % oA, U3 ,:,.é A7 o7 Y oy - A

Gslany | 518 L crualy b D3l 260 315 4k 5 s ATATD (%l 5a5 (Al 51 80 05 Aha Jee (a

Terjemahan:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan
Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya
akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang, lebih
baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S An-Nahl: 97)°

Hal ini memperjelas bahwa dalam Islam membayar upah buruh atau jasa
harus sesuai sehingga memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagaimana telah
diketahui, bahwa pembagian upah yang pantas telah diatur dalam agama Islam,
sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sangat jelas dalam Al-quran
yang menerangkan bahwa harus berlaku adil memberikan upah.

Penulis khawatir jika upah/imbalan yang diterima tidak dapat memenuhi
keperluan sehari-hari para buruh, atau justru tidak memenuhi unsure keaadilan
dan kelayakan yang digaungkan dalam aturan ekonomi syariah. Ini dibuktikan
dengan upah yang diterima hanya mengandalkan sedikit banyaknya barang yang
dikerjakan atau bergantung pada masuk atau tidaknya kapal. Sehingga, sebagian

dari buruh tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

2 Al-qur’an dan terjemahan



Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk membahas secara lebih
mendalam system pengupahan buruh yang berimplikasi pada kesejahteraan para
buruh. Untuk mengetahui lebih banyak permasalahan terkait upah buruh maka
peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, dengan judul “Sistem
Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh TKBM di Pelabuhan
Nusantara Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan
yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan dalam peningkatan kesejahteraan buruh

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam tentang sistem pengupahan dalam

peningkatan kesejahteraan buruh Pelabuhan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah khazanah
keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum islam dan juga memberikan
kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan mentah untuk mereka yang akan
mengadakan penelitian-penelitian di lingkungan IAIN Parepare serta bagi para
generasi-generasi yang menginginkan adanya perubahan ke arah lebih baik demi
kemaslahatan dalam menggapai kesejahteraan hidup bersama. Selanjutnya,
adapun penelitian ini dilaksanakan tentunya memiliki target atau tujuan yang
ingin dicapai, adapun tujuan itu untuk mengetahui:

1. Sistem pengupahan buruh TKBM di Pelabuhan Parepare.



2. Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Sistem Pengupahan Dalam
Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di
Pelabuhan.

D. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui sejauh
mana sistem pengupahan buruh TKBM dapat meningkatkan
kesejahteraan buruh di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi para
penulis lain akan akan melakukan penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu
hukum ekonomi Islam.
b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi obyek penelitian, terutama

bagi pemerintah atau instansi terkait.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sejumlah riset yang berhubungan dengan obyek penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya di antaranya:

Penelitian ini dilakukan oleh Putri Nuraini pada tahun 2013. “Sistem
Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut
Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
memahami sistem pengupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah
Pekanbaru. Selain itu, juga untuk mengetahui tinjaun Ekonomi Islam tentang
sistem pengupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru.
Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa sistem pengupahan di Pelabuhan Wira
Indah adalah sistem upah borongan perkepala dengan menghitung banyaknya
barang yang dimuat per kapal. Dalam menghitung besar kecilnya upah yang
harus dikeluarkan berdasarkan pada perhitungan banyaknya barang yang
diborong pee kapal tanpa adanya standarisasi upah yang diterima oleh buruh.’

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Nuraini dengan penelitian yang akan
saya lakukan kedepannya sama-sama meneliti terkait Sistem Pengupahan Buruh
TKBM di Pelabuhan yang bertujuan untuk memahami seperti apa sistem
pengupahan yang ada di Pelabuhan. Adapun perbedaannya terletak pada: 1.
tinjauan pada masing-masing penelitian, dimana Putri Nuraini menggunakan

tinjauan Ekonomi Islam, dan saya menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi

*Pputri Nuraini, “Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah
Pekanbaru Menurut Persepektif Ekonomi Islam . (Skrispsi: UIN Suska, Riau, 2013)



Islam, 2. Tempat dan waktu penelitian yang berbeda, 3. Putri Nuraini hanya
berfokus pada Sistem Pengupahan buruh TKBM, sedangkan saya akan meneliti
apakah sistem upah di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare bisa mencapai
indikator kesejahteraan.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh tiga orang yakni Nadya Eka Putri,
Nuraini Asriati, dan Khosmas pada tahun 2018. “Analisis Kesejahteraan Buruh
Pelabuhan Sintete Kabupaten Sambas”. Penelitian ini tentunya berfokus pada
kesejahteraan buruh. Dimana buruh merupakan orang yang bekerja
mengharapkan upah dengan mengangkat dan mengeluarkan barang muatan kapal
yang hanya mengandalkan tenaga fisik tanpa kemampuan. Kesimpulan pada
penelitian ini para buruh bekerja tergantung dari ada/tidaknya kapal yang masuk
ke pelabuhan, otomatis pendapatan menjadi pas-pasan, dan tidak tentu. *

Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Eka Putri, Nuraini Asriati, dan
Khosmas dengan penelitian yang akan saya lakukan kedepannya sama-sama
membahas terkait Kesejahteraan Buruh Pelabuhan. Adapun perbedaannya
terletak pada: 1. Tempat dan waktu penelitian, 2. Penelitian yang dilakukan
ketiga peneliti diatas lebih berfokus untuk menganalisis Kesejahteraan Buruh,
sedangkan saya selain kesejahteraan buruh, juga akan membahas terkait sistem
pengupahan yang berlaku di Pelabuhan Nusantara Parepare.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Indrayani Ahmad Tudu, pada tahun
2020. “Tinjavan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Buruh Pelabuhan (Studi
Kasus Di Pelabuhan Kapal Bung Karno Kabupaten Ende, Provinsi Nusa

Tenggara Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem upah jasa

*Nadya Eka Putri, Naraini Asriati, Khosmas, ‘Analisis Kesejahteraan Buruh Pelabuhan
Sintete Kabupaten Sambas’. (Jurnal: FKIP Untan, Pontianak, 2018)



buruh di Pelabuhan Bung Karno ende dalam tinjaun hukum Islam. Kesimpulan
dalam penelitian ini bahwa upah jasa buruh yang diterapkan di Pelabuhan ini
tidak bertentangan hukum islam, yang mana kesepakatan dilakukan dari awal,
yang tidak bertentangan dengan syarat dalam sistem pengupahan. Pada asalnya,
transaksi ijarah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.”

Penelitian diatas sama-sama mengkaji tentang masalah upah buruh pelabuhan
menggunakan analisis Hukum Ekonomi Islam. Namun perbedaannya adalah
selain: 1) tempat penelitian, tujuan yang ingin dicapai juga berbeda dengan
penelitian yang akan dilakukan penulis. Dimana saya akan melakukan penelitian
terkait, 2) sistem upah dalam peningkatan kesejahteraan buruh pelabuhan
Nusantara Parepare, sedangkan peneliti diatas berfokus pada apakah sistem upah
yang diterapkan di Pelabuhan Kapal Bung Karno itu bertentangan dengan hukum
islam.

B. Tinjauan Teoritis
1. Teori Upah
a. Pengertian Upah
Upah merupakan imbalan yang diperoleh buruh selagi ia melaksanakan
pekerjaan atau dipandang telah melakukan pekerjaannya. Nurmansyah

Hasibuan menjelaskan: “Upah merupakan semua hal dalam bentuk

pendapatan (Carning), yang diterima buruh/karyawan (tenaga kerja) baik

dalam bentuk uang maupun barang dalam kurun waktu tertentu pada suatu

®Indrayani Ahmad Tudu, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap upah Jasa Buruh Pelabuhan
(Studi Kasus Di Pelabuhan Kapal BungKarno Kabupaten ende, Provinsi Nusa tenggara
Timur.(Skrispsi: Universitas Muhammadiyah, Pontianak, 2020)



aktivitas ekonomi®. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah
adalah uang dan lain-lainnya yang diberikan untuk membalas jasa atau
sebagai bayaran atas tenaga yang sudah dikeluarkan buruh/karyawan dalam
mengerjakan sesuatu.’

Sementara, Menurut Undang-undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang tertera pada pasal 1 ayat 30 menjelaskan bahwa upah
merupakan hak buruh/pekerja yang diperoleh dan ditanyatakan dalam bentuk
uang sebagai balas jasa dari pemberi kerja atau pengusaha terhadap
buruh/pekerja yang dibayarkan berdasarkan perjanjian kesepakatan, aturan
undang-undang, kesepakatan dan termasuk pula tunjangan bagi buruh/pekerja
beserta anggota keluarganya atas pekerjan dan/atau jasa yang telah atau
bakanl dilakukan®.

Profesor Benham dalam buku Afzalurrahman 1991 menyatakan bahwa
upah dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diberikan kepada
buruh/pekerja setelah adanya perjanjian kerja. Sementara, Dewan Penelitian
Perupahan Nasional mengartikan upah merupakan suatu penerimaan balasan
berupa gaji dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk melakukan suatu
pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan yang berfungsi sebagai
jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, serta

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut

®H. Zaenal Asikin, H. Agusfian Wahab, Husni, Zaeni Asyhadie, Dasar-dasar Hukum
Perburuhan, Cetakan ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2010), h. 86-87

"Team Pustaka Poenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Baru, (Jakarta: PT. Media Pustaka
Poenix, 2007), h. 947

8 Asri Wijayanti, S.H., M.H. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Cetakan Ke-1,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 102
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persetujuan dan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan atas dasar
suatu perjanjian kerja pengusaha dan tenaga kerja.’

Sementara, menurut Ekonomi Islam upah adalah imbalan yang diberikan
oleh pemberi kerja atau pengusaha kepada tenaga kerja yang terlibat dalam
melakukan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Arab, upah disebut al-ujrah.
Dalam segi bahasa disebut al-ajru yang berarti iwad (ganti), oleh sebab itu al-
sawab (pahala) disebut juga al-ajru atau al-ujrah (upah). Balasan berupa
pembayaran atas manfaat dari suatu pekerjaan yang telah diselesaikan.

Upah dapat dikatakan sebagai hasil yang diterima oleh pekerja, dalam hal
ini bisa diartikan sebagai banyak uang yang diterima dari seorang tenaga kerja
dala kurun waktu tertentu seperti dalam satu bulan, satu minggu, atau perhari
yang merujuk pada imbalan nominal pekerja. Upah buruh tergantung pada
sejumlah factor seperti nominal upah, daya bekli, dan lain-lainnya yang bisa
dikatakan terdiri dari sejumlah keperluan dalam hidup yang seharusnya
diperoleh tenaga kerja karena pekerjaannya sehingga tenaga kerja diberi
bayaran baik kecil maupun besar yang harus seimbang dengan harga nyata
pekerjaannya, bukan harga nominal atas hasil kerjanya.

Menurut Mannan, upah dapat dilihat dari dua sisi yakni moneter dan
bukan moneter, atau upah/gaji dapat dilihat dari nominal imbalan yang
diperoleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu , serta kebutuhan hidup
para tenaga kerja.

Dari pengertian upah yang disebutkan Mannan, dapat dikaitkan dengan

upah dalam figh muamalah yang masuk pada pembahasan ljarah terutama

°Dr.Ir.H. Roikhan Mochamad Aziz, MM., Hahslm., Kumpulan Resume Jurnal: Ekonomi
Islam Metode HAHSLM, (Sumatera Barat: Balain Insan Cendekia Mandiri, 2020), h. 87
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yang berhubungan langsung dengan tenaga manusia. Secara garis besar, upah

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Memberikan upah atas manfaat dari suatu barang, seperti pakaian, rumah

dan seterusnya.

2. Memberikan upah karena pekerjaan yang telah dilakukan oleh seeorang.

3. Berdasarkan konsep ljarah atas tenaga manusia maka figh mengatur

dengan ujrah (upah) sebagai berikut:

a)

b)

Upah itu berbentuk harta yang diketahui dan upah itu harus
disebutkan secara jelas dan transparan, karena berpotensi
menimbulkan unsure jihalah (ketidakjelasan). Hal tersebut telah
menjadi kesepakatan  ulama’, namun ulama malikiyah telah
memutuskan kejelasan ijarah itu selama nominal imbalan yang
dimaksudkan diketahui jJumlahnya berdasarkan adat kebiasaan.

Upah harus dibedakan dengan jenis obyeknya. Memberikan upah
kepada tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan yang serupa, seperti
menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut
Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada prakterk

riba.

Islam memberikan jalan keluar yang baik terkait imbalan yang bisa

membuat kedua belah pihak tidak dirugikan, yang ditetapkan melalui cara

yang paling tepat tanpa harus merugikan pihak manapun. Setiap orang

memperoleh bagian yang adil dari hasil kerjasama kedua pihak°

1% Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Cetakan Pertama, (Lampung:
Arjasa Pratama, 2020), h. 7-10
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b. Dasar Hukum Upah
Al- quran

a) Quran surah Al-Qasas (28) ayat 26

s 58h @oaling e 2od &)= hoalint @il 1y lakias) &G
Ea)
Terjemahan:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
seseungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya.”

Ayat ini menyatakan bahwa seseorang diperbolehkan untuk
menyewa jasa dari tenaga kerja. Adapun cirri-ciri tenaga kerja yang
diperbolehkan untuk disewa tenaganya yakni orang yang dapat dipercaya
dan kuat dalam melakukan pekerjaan yang telah diberikan.

Hadist

Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah S.A.W bersabda:

‘,AL.J‘ : w&wwu&gﬁh&ﬁ\ﬂﬂ\&&ﬁﬂ\hﬁh
dudufs:wm;nu:-@upe.u&wujwwj\mmu

2

a.éys&uu\dmﬁ\ﬁmUhs\‘,.s%uc“\u&amdyJ

Artinya :
“Telah menceritakan kepada kami Al-abbas bin Al Walid Ad
Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami walib Bin
Sa’id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada
kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya

“Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan terjemahnya (Jakarta: CV Penerbit J-
ART, 2004) h. 388
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Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah S.A.W bersabda:
“Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan
sebelum kering keringat mereka” (HR Ibnu Maj alh)12

Hadist ini menekankan bahwa pengusaha harus memberikan
perhatian yang serius terkait jangka waktu pemberian upah terhadap
tenaga kerja yang disewa jasanyan. Keterlambatan pemberian upah
termasuk kedalam perbuatan dzolim dan orang yang melakukannya
dinyatakan sebagai musuh Rasulullah S.A.W pada hari kiamat. Dapat
disimpulkan bahwa dalam Islam sangat menghargai tenaga dan waktu
yang telah dikeluarkan oleh seorang buruh/pekerja.

C. Prinsip-prinsip Upah

Upah merupakan persoalan yang sangat krusial bagi tenaga kerja dan
pemberi kerja (pengusaha), pasalnya pekerjaan khusus yang diberikan oleh
pengusaha dapat diselesaikan dengan jasa tenaga kerja. Begitupun sebaliknya,
tenaga kerja juga diuntungkan dengan pekerjaan yang diberikan pengusaha
sehingga dapat menghasilkan upah untuk mencukupi kebutuhannya sehari-
hari. Oleh sebab itu, interaksi ketenagakerjaan dalam paham syariah yakni
jalinan kerjasama yang didalamnya prosesnya saling menguntungkan, tidak
ada satu pihakpun yang akan dirugikan.

Upah wajar dalam hal ini adalah tidak seorangpun yang dirugikan.
Sehingga biaya hidup yang dibutuhkan seorang pekerja dapat terpenuhi.
Penentuan upah yang adil bagi tenaga kerja menurut syariah memang bukan
persoalan yang mudah, namun perlu diperhatikan bahwa dalam menentukan

upah seorang pekerja tidak boleh berdasarkan pada perkiraan batas taraf hidup

2Sunan Ibnu Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid I1I, (Semarang: CV. Asy Syifa’,
1993), h. 250
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yang rendah maupun tinggi. Dasar penetapan upah tenaga kerja yakni dengan

berpatokan pada standar upah yang cukup atau dapat memenuhi kebutuhan

minimum para para pekerja seperti pendapat yang dikemukakan Al-Ahkam al-

Sulthaniyah.

1) Prinsip Keadilan
Berdasarkan prinsip keadilan, pemberi kerja tidak diperkenankan
bertindak semena-mena terhadap tenaga kerja, sehingga dapat
menghilangkan hak mereka sepenuhnya. M. Quraish Shihab
mengemukakan ada empat makna keadilan, yakni: Pertama, ‘adl dalam
arti “sama”, maksudnya adalah persamaan dalam hak karena sama-sama
manusia. Kedua, kata ‘adl dalam arti “seimbang” yakni menimbulkan
keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Bijaksana dalam
menciptakan segala sesuatu mulai dari kadar, waktu, dan ukuran dalam
memenuhi suatu tujuan, serta mengantarkan pemahaman pada arti
“Keadilan Ilahi”. Ketiga, kata ‘adl dalam arti “perhatian terhadap hak-hak
itu kepada setiap pemiliknya”. Defenisi inilah yang diartikan dengan
“menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain
haknya melalui jalan yang terdekat”. Lawan dari defenisi ini yakni
kedzaliman, atau kelalaitan terhadap hak-hak dari pihak lain. Keempat,
kata ‘adl didefinisikan sebagai “yang dinisbahkan kepada Allah’. ‘adl
disini berarti menjaga kewajaran terhadap berlanjutnya eksistensi, tidak
mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat
banyak kemungkinan untuk itu.Adapun beberapa makna adil pada

ketetapan pengupahan, yakni:
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a) Adil bermakna jelas dan transparan
Keadilan dalam pengupahan dapat bermakna jelas dan transparan
yang ditentukan berdasarkan kejelasan akad (perjanjian) serta adanya
kewajiban untuk memberikan hak para pihak yakni antara
buruh/pekerja dan pemberi kerja (pengusaha).

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 8 yang berbunyi:

47 o - 4 Aaova PR ‘5 ~ o KA o/‘.o} o)‘. /0'3 /\)ﬂ"~
ésiuu ¥y Jalally 5135 A Gal 3 13538 1 5l (50 L

‘5 &5, 3 ;E,’o',’O;,‘/T é{
A G ) gl G BN L8 sh alae f) sl YT e 23 Y
MLA.\J.\.\&

Terjemahan:

Wahai orana-orana vana beriman! Jadilah kamu sebaaai peneaak
keadilan karena Allah, (ketika) meniadi saksi denaan adil. Dan
ianoanlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorona kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih
dekat kepada taawa. Dan bertaawalah kepada Allah, sungguh,
Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*®

Ayat diatas menegaskan bahwa prinsip utama keadilan terletak
pada kejelasan akad (transaksi) dan kewajiban melakukannya. Akad
dalam perburuhan merupakan perjanjian kerja yang terjadi antara
pemberi kerja (Pengusaha) dan buruh/pekerja. Artinya, sebelum
diberikan pekerjaan upah yang akan diberikan kepada pekerja harus

jelas.

BDepartemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta: CV Penerbit
J-ART, 2004) h. 108
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b) Adil Bermakna Proporsional
Adil bermakan proporsional dapat dilihat dari prinsip yang
diterapkan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Dimana upah bagi
tenaga kerja tidak berlebihan maupun tidak terlalu sedikit
(Proporsional). Hal ini bertujuan agar para buruh/pekerja dapat
mecukupi kebutuhan pokoknya sebagai mana tersirat dalam firman

Allah QS. Al Ahgaf (46) ayat 9 sebagai berikut:

,0}’0.; /5}/0)’10’5),%/},6;,}/ G ¥ % //g’,
Grpallay Y 2k 5 agdlac agadsily Ipled Laa Eua 3 3ty
Terjemahan:

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal
perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan®*.

Ayat ini menegaskan bahwa seorang yang bekerja akan
menerima balasan sesuai dengan berat pekerjaan yang dilakukan.
Tentunya prinsip ini juga sudah sesuai dengan syariah dimana
bayaran seorang tergantung dari pekerjaan yang mereka lakukan,
sehingga mustahil ada pekerjaan yang tidak mungkin dibayar.™

2) Prinsip Kelayakan
Keadilan berkaitan dengan kejelasan, proporsionalitas, serta transparansi
akad maka makna layak dihubungkan dengan jumlah yang akan diterima.

a) Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan

14 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta: CV Penerbit
J_ART, 2004) h. 503

>Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Cetakan Pertama, (Lampung:
Arjasa Pratama, 2020), h. 12-17



17

Kelayakan dalam pengupahan harus memenuhi kebutuhan dasar
minimum manusia. Disamping keperluan yang bersifat materi (fisik)
Allah SWT juga mengungkapkan adanya kebutuhan yang bersifat non
fisik atau biasa disebut kebutuhan batin (rasa takut, nyaman, dan
aman). Terpenuhinya kebutuhan batin dapat dilakukan melalui agama,
yakni dengan beribadah kepada Allah SWT dan mengaplikasikan
prinsip yang berpatokan pada ukhuwah (kekeluargaan).
b) Layak

Upah yang layak bertujuan agar para pemberi kerja (pengusaha) tidak
semena-mena sehingga tidak terjadi eksploitasi sepihak. Untuk itu,
upah yang diberikan harus sesuai dengan harga pasar buruh/pekerja.
Hal ini sesuai dengan makna yang tertuang dalam Q.S As-Syu’ara (26)

ayat 183 yang berbunyi:

Cridaaia (2N B 1355 Wy abp ] Gl | sl 5 Vg
Terjemahan:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan

mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela

di muka bumi membuat kerusakan”.*®

Ayat diatas menjelaskan agar salah satu pihak tidak merugikan pihak
lain, sehingga hak-haknya terpenuhi. Dalam pengupahannya, pemberi
kerja dilarang untuk memberikan upah dibawah upah yang biasa

diterima oleh buruh/pekerja.*’

®Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta: CV Penerbit
J-ART, 2004) h. 374

"Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Cetakan Pertama, (Lampung:
Arjasa Pratama, 2020), h. 17-19
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d. Sistem Pengupahan

Menurut Alma Buchari ada beberapa metode atau system pembayaran

upah, diantaranya:

1) Sistem Waktu
Pada system waktu, besaran upah didasarkan pada standar waktu
seperti upah perjam, perminggu dan perbulan. Pengupahan dalam
system ini terbilang mudah diterapkan kepada buruh/pekerja berstatus
karyawan tetap maupun terhadap perkerja harian.

2) Sistem Hasil
Pada system hasil, upah yang diterima didasar pada satuan unit yang
diproduksi oleh buruh/pekerja. Upah atau gaji yang diberikan
tergantung dari banyaknya barang yang diproduksi atau dikerjakan,
tidak bergantung pada lamanya waktu pengerjaannya.

3) Sistem Borongan
Upah padaa sistem borongan ditetapkan melalui banyaknya jasa dan
berdasarskan volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan
besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan serta lama masa
pengerjaannya.

e. Tingkatan Upah Dalam Ekonomi Islam

Tingkat upah yang ditetapkan harus didasari rasa keadilan. Upah

ditetapkan melalui musyawarah antara tenaga kerja dan pemberi kerja

atau pengusaha dan Negara. Dalam mengambil keputusan terkait upah

maka harus dipertimbangkan dengan adil. Untuk itu, menjadi tanggung

jawab Negara untuk menentukannya dengan adil agar tingkat upahnya
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tidak terlalu rendah sehingga tenaga kerja dapat mencukupi kebutuhan
pokoknya dan tidak terlalu tinggi sehingga pemberi kerja tidak
kehilangan haknya dari kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak.
Untuk menetapkan tingkat upah yang adil, maka Negara perlu
menetapkan terlebih  dahulu tingkat upah minimum dengan
mempertimbangkan perubahan keperluan dari tenaga kerja golongan
bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini akan jatuh. Tingkat
minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan
penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.
Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan
tenaganya dan akan sangat bervariasi.
Penetapan tingkatan upah dalam ekonomi Islam antara lain sebagai
berukut:
1) Penetapan upah minimum
Tingkat upah minimum adalah ketentuan yang wajib disepakati
sebagai landasan pemberlakuan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja.
Hal ini dibutuhkan karena tenaga kerja dalam kaitannya dengan
pemberi kerja berada dalam posisi yang lemah yang selalu berpotensi
kepentingannya tidak tidak akan terlindungi dan terjaga dengan
sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang lemah, Islam memberikan
perhatian yang besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran

yang mungkin dilakukan oleh pemberi kerja atau pengusaha.
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3)
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Upah Tertinggi

Islam tidak membiarkan upah berada dibawah tingkat minimum yang
ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja, dan
Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat
tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsihnya terhadap
produksi. Sebagaimaa diketahui seberapa pentingnya menyediakan
upah bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan
pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Disamping itu,
untuk menunjang efisiensi kerja mereka, juga perlu menjaga upah
agar tetap berada pada batas-batasnya kewajaran agar mereka tidak
menjadi pengkonsumsi semua brang produksi.

Tingkat upah sesungguhnya

Dalam penetapan upah ekonomi Islam menyediakan ruang untuk
member perlindungan bagi hak-hak para pemberi kerja dan tenaga
kerja. Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah tidak seharusnya
terjadi untuk melindyngi hak-hak tenaga kerjanya, sebaliknya
menaikkan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya
terjadi demi menyelamatkan kepentingan pemberi kerja atau
pengusaha. Upaha yang sesungguhnya merupakan kesepakatan yang
terjadi antara pengusaha dan tenaga kerja yang naik dan turunnya
akan tetap berada diantara kedua batas-batas ini berdasarkan undang-
undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya
akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok

pekerja. Sebagai hasil interaksi dari semua, kekuatan-kekuatan ini,
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maka dimanapun upah yang akan ditetapkan antara tingkat minimum
dan tingkat maksimum upah, penentuannya berdasarkan standar
hidup sehari-hari para pekerja. Di samping itu, jika organisasi para
pekerja itu kuat dan mantapnya keimanan para pengusaha terhadap
Allah maka upah itu akan bergerak mengarah kepada batas tertinggi
atas sumbangsih pekerja terhadap produksi. Walaupun demikian,
Negara Islam kan memberlakukan peraturannya yang tepat dalam
penentuan suatu upah yang layak dan sesuai kepada para pekerja®.
2. Teori Kesejahteraan

Dalam menjalani kehidupan, setiap orang mempunyai tujuan menjadi
sejahtera. Meski demikian, pemahaman seseorang mengenai kesejahteraan
jelas berbeda. Menilik literature ilmu ekonomi konvensional, seseorang
bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk
memenuhi keperluannya terhadap barang maupun jasa atau untuk mencapai
kesejahteraan hidup (Well Being). Tentunya untuk mencapai kesejahteraan,
seseorang berjuang dengan segala cara.

Kesejahteraan adalah dambaan setiap orang, sehingga negara perlu
melakukan upaya untuk menyejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan tidak
lepas dari rasa nyaman terkait kehidupan seseorang pada kondisi tertesntu,
dimana seseorang merasakan kenyamanan dalam kehidupannya karena
mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya.

Menurut Friedlander, kesejahteraan merupakan sistem hukum,

manfaat, program-program, manfaat, dan pelayanan-pelayanan untuk

'8 Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Cetakan Pertama, (Lampung:
Arjasa Pratama, 2020), h. 20-23
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menjamin kebutuhan-keutuhan dasar masyarakat. Kesejahteraan juga
merupakan upaya untuk memindahkan masyarakat dari kondisi kelangkaan
(kebutuhan-kebutuhan dasar ) menuju kondisi yang lebih banyak
(berlimpah) dalam rangka meningkatkan harapan hidup mereka.*®

Guna menakar tingkat kesejahteraan seseorang dapat dilihat melalui
Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia (HDI = Human Development
Index). HDI adalah suatu parameter gabungan yang mencakup kesehatan
sesorang, pendidikannya dan kondisi ekonomi keluarganya. Adapun
parameter yang digunakan dalam menakar tingkat kesehatan seseorang
adalah dengan melihat angka harapan hidupnya. Sementara pada bidang
pendidikannya yakni dengan melihat angka kemampuan membaca pada
orang dewasa yang kemudian digabungkan dengan jenjang pendidikannya
seperti SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk kondisi ekonomi seseorang
dapat dilihat dari pilihan produk yang digunakan, biasanya Produk Domestik
Bruto (PDB).

Kesejahteraan seseorang tidak dapat dilihat dari materi yang mereka
dapatkan semata. Pemahaman masyarakat terkait konsep kesejahteraan bisa
dibilang berbeda atau bersifat relative. Meski demikian, konsep
kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup seseorang , dimana
hal tersebut sangat didorong oleh keadaan ekonomi maupun keadaan social
politik seseorang. Kesimpulannya, konsep kesejahteraan pada mulanya

hanya dilihat dari aspek fisik atau incomenya saja, namun seiring

% Hartini Retnaningsih, Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Kesejahteraan:
Program Jaminan Hari Tua Dan Upaya Kesejahteraan Pekerja, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pusat
Penelitian Badan Keahliah DPR RI, 2017), h. 18-20
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perkembangan zaman kesejahteraan mulai diukur melalui beberapa aspek
diantaranya tingkat kesehatan seseorang, jenjang pendidikannya, dan
keadaan social ekoniminya.?

Ada beberapa indicator yang digunakan untuk menakar tingkat
kesejahteraan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Biro Pusat
Statistik (BPS) Indonesia, diantaranya:

a. Tingkat ekonomi keluarga

b. Pengeluaran

c. Jenjang pendidan anggota keluarga

d. Jaminan kesehatan yang dimiliki maupun anggota keluarganya

e. Keadaan rumah tingga serta fasilitas yang dipunyai dalam rumah tangga

Menurutt Kolle dan Bintarto, kesejahteraan dapat dilihat dari sejumlah
aspek hidup, diantaranya:

a. Bisa dilihat dari kualitas hidup seseorang, yakni dari segi materi, seperti
kualitas perumahannya, kebutuhan pokok, dan sebagainya.

b. Bisa dilihat dari segi fisik, seperti kesehatan badannya, lingkungan
sekitarnya dan lain sebagainya.

c. Hal ini juga dapat dilihat dari segi mental seseorang, seperti fasilitas

jenjang pendidikannya, lingkungan budayanya dan sebagainya

20 Astriana Widyastuti, Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat
Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Kelauarga Di Jawa Tengah Tahun 2009, Economics

Development Analysis Journal, Vol. 1 No. 2 (2012),
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/472 (diakses 28 Desember 2020, pukul
18.26). h. 2-3

?'Perencanaan  kota, Beberapa Konsep Tentang Kesejahteraan, perencanaankota.
blogspot.co.id/2012/01/beberap-konsep-tentang-kesejahteraan.html?m=1 (Diakses 29 Desember 2020,
pukul 14.04).
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d. Dan terakhir dari segi spiritual, seperti sifatnya, etikanya, adaptasinya,
dan sebagainya?'.
3. Teori Buruh
a. Pengertian Buruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buruh adalah seorang yang
melakukan pekerjaan untuk mendapat imbalan®.

Sementara berdasarkan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1,
pekerja/buruh merupakan seorang yang melakukan pekerjaan untuk
menerima upah atau bayaran dalam bentuk lain. Tenaga kerja merupakan
seorang yang dianggap sanggup melaksanakan suatu pekerjaan untuk
menghasilkan barang dan jasa baik dalam mencukupi keinginan
pribadinya maupun publik. Sedangkan pemberi kerja merupakan seorang
pengusaha suatu badan hukum atau badan lainnya yang memberikan
pekerjaan kepada pekerja dengan memberikan bayaran atu gaji dalam
bentuk uang maupun bentuk lainnya®,

b. Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan

Buruh tenaga kerja bongkar muat yang bekerja di Pelabuhan adalah
seorang Yyang melakukan pekerjaan dengan cara mengangkat dan
mengeluarkan barang muatan yang diangkut kapal dengan mengandalkan
kemampuan fisiknya. Buruh TKBM mempunyai kontribusi yang besar

dalam berjalannya aktivitas di Pelabuhan.

2Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Baru (Jakarta: PT Media Pustaka
Phoenix, 2007) h. 144

2Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, BAB 1 Pasal 1 (Jakarta:
Visimedia, 2007), h. 3
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Dalam bongkar muat barang, dapat dilakukan dengan cara
perseorangan maupun beregu yang dikerjakan dari kapal kargo maupun
kapal yang mengangkut barang. Upah yang diterimapun dapat berasal
dari pekerjaan yang dilakukan seorang diri, maupun dibagi secara merata
saat melakukan pekerjaan secara beregu. Adapun system pengupahannya
berdasarkan jumlah barang yang diangkut, dimana semakin banyak
barang yang diangkut maka semakin banyak pula imbalan yang diterima,
begitupun sebaliknya?*.

4. Hukum Ekonomi Syariah
a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum berasal dari bahasa Arab hukm yang berarti putusan
(jJudgement) atau ketetapan (provision). Menurut bahasa Hukum Islam
merupakan hukum yang menetapkan sesuatu diatas sesuatu atau bahkan
menghilangkannya. Berdasarkan hal tersebut, Ilmu Ekonomi Islam terikat
pada nilai-nilai ekonomi, atau dalam istilah sehari-hari terikat pada
ketentuan halal dan haramnya sesuatu hal, sedangkan masalah halal dan
haram menyangkut ruang lingkup kajian hukum, hal ini menunjukkan
adanya hubungan yang erat antar hukum, ekonomi dan syariah.
Pencantuman kata syariah sebagai fikih dapat dilihat pada syariah Islam
sebagai dasar legislasi disejumlah Negara yang mayoritas menganut

agama Islam, perbankan syariah, asuransi syariah, dan ekonomi syariah.

24Asep Mulyana, Fungsi Keluarga Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Bagi Pendidikan Anak,
Jurnal-1(Tanjung Pinang: 2016), https://media.neliti.com/media/publications/207350-sistem-kerja-
buruh-pelabuhan-di-tanjung.pdf (Diakses 29 Desember 2020, pukul 14.35) h. 16-17
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Dari sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama saja dengan syariat
(tamarbuthoh dibelakang dibaca dengan ha) dimana pengertiannya
merujuk pada makna fikih yang bukan hanya sekedar mengandung ayat-
ayat atau hadist-hadist hukum. Sehingga yang dimaksud dengan ekonomi
syariah yakni dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang terdapat didalam
Al-quran dan hadist.

Dalam lingkup masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan
hukum ekonomi islam yang merupakan aktualisasi Figih dalam bidang
ekonomi oleh masyarakat. Aktualisasi sistem ekonomi oleh masyarakat
memerlukan hukum guna mengontrol sehingga menciptakan taat hukum
dalam menuntaskan masalah sengketa yang berpotensi timbul dalam
kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi syariah membutuhkan dukungan
Hukum Ekonomi Syariah menuntaskan berbagai permasalahan sengketa
yang mungkin hadir dalam masyarakat®.

b. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
1) Menurut Faturrahman Djamil
Faturrahaman Djamil mengatakan prinsip muamalah dikategorikan
menjadi dua bagian, yaitu prinsip umum dan prinsip Khusus.
Berdasarkan prinsip umum muamalah, antara lain: pertama, dibolehkan
untuk melaksanakan kegiatan muamalah, baik melakukan jual beli, sewa
menyewa maupun kegiatan muamalah lainnya. Kedua, kegiatan

muamalah yang dilakukan harus berdasarkan kebaikan (mashlahat) bagi

»Eka Sakti Habibullah, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional, Jurnal
Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, (Bogor:
2017)Inttp://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/viewFile/190/188 (Diakses 30
Desember 2020, pukul 17.49)
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27

makhluk dan menghindari segala sesuatu yang mungkin merusak
kegiatan muamalah tersebut. Sejalan dengan itu magasid syariah
diturunkan syariah bertujuan untuk mengatur lima hal mendasar
manusia. Esensi kemashlahatan dalam islam merupakan segala bentuk
kebaikan dan manfaat yang beraspek menyeluruh baik secara Individual
dan kolektif, material dan spiritual, serta duniawi dan ukrawi. Ada dua
unsur yang terkandung dalam kelamashlahatan itu, yakni kepatuhan
terhadap syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan
(thayyib) bagi keseluruhan aspek untuk mencegah timbulnya mudharat
sehingga dapat merugikan sejumlah pihak.

Ketiga, kegiatan uamalah dilakukan dengan menjaga nilai

kesepadanan. Dalam konsep syariah meliputi keseimbangan
pembangunan material dan spiritual, pendayagunaan serta melestarikan
sumber daya yang ada.
Keempat, muamalah dilakukan dengan menjaga nilai-nilai keadilan
untuk menghindari unsure kedzaliman yang terdapat didalamnya. Tidak
dibenarkan adanya untuk penindasan dalam segala bentu kegiatan
ekonomi. Keadilan berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya dan
meneruskan sesuatu hanya kepada yang berhak menerimanya, serta
menempatkan sesuati pada posisinya. Prinsip muamalah dalam setiap
aktivitas ekonomi tidak diperbolehkan mengandung unsure dzalim,
gharar, maysir, riba maupun transaksi haram lainnya.

Secara spesifik, dalam prakteknya penerapan prinsip muamalah dalam

syariah ekonomi terdapat hal-hal yang diperintahkan untuk dilaksanakan
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dan terdapat hal-hal yang dilarang untuk dilaksanakan. Adapun hal-hal
yang diperintahkan dalam kegiatan muamalah, yakni: Pertama, objek
transaksi harus halal. Artinya tidak dibolehkan menjalankan bisnis
ataupun kegiatan ekonomi yang objeknya haram. Kedua, terdapat
kerelaan para pihak yang melakukan transaksi muamalah. Dasar
muamalahnya terdapat pada kalimat an taradhin minkum (saling rela
diantara kalian). Asas ini menerangkan bahwa setiap transaksi yang
dilaksanakan harus berdasarkan kerelaan para pihak, karena kerelaan
pihak-pihak yang berakad merupakan prasayarat terjadinya berbagai
transaksi. Sehingga, jika asas ini tidak terpenuhi dalam muamalah maka
sama halnya dengan memakan sesuatu dengan cara bathil yang dilarang
oleh Allah SWT. Tidak dapat dikatakan sebuah kerelaan jika dalam
transaksi tersebut masih ada unsure tipuan, tekanan dan paksaan.

Ketiga, kepengurusan dana yang amanah. Amanah memiliki kata dasar
yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga orang yang beriman
disebut juga al-mukmin, karena orang yang beriman menerima rasa
aman, iman dan amanah. Jika seseorang tidak dapat menjaga amanah itu
artinya orang tersebut tidak beriman dan mustahil memiliki rasa aman
baik untuk dirinya maupun orang lain dalam lingkungan sekitarnya.
Seorang yang amanah akan memberitahukan hak apa saja yang dimiliki
orang tersebut, tidak akan mengambil sesuatu lebih dari hak yang
dimiliki maupun mengurangi hak orang lain baik berupa barang maupun

jasa. Amanah merupakan hak bagi mukhallaf yang berkaitan dengan hak
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orang lain untuk dilaksanakannya karena memberitahukan amanah
kepada orang yang berhak mengetahuinya merupakan suatu kewajiban.
Dalam melaksanakan bisnis, perlu diterapkan nilai-nilai kejujuran dan
amanah seperti yang ditunjukkan oleh Nabi dan Rasul dalam kehidupan
sehari-hari. Amanah merupakan modal utama untuk menciptkan situasi
yang stabil dan aman ditengah masyarakat, karena amanak merupakan
dasar etika dan moral dalam melaksanakan kegiatan muamalah dan
interaksi sosial *°
2) Menurut Sjaechul Hadi Poernomo

Dijelaskan dalam buku Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan

Sosial, bahwa semua ajaran islam berasal pada tiga ajaran, yakni asas

akidah, asas akhlak dan asas syariah, asas syariah, asas tasyri’iyah dan

asas maslahat. Asas Akidah, asas ini tentang keesaan Allah atau Tauhid
sebagai pondasi dasar ajaran Islam. Adapun beberapan prinsip dari asas
akidah, yakni:

a) Prinsip terhadap Allah sebagai pemilik hakiki, maksud dari asas ini
yaitu manusia merupakan khalifah (wakil) yang diberikan harta
benda sebagai bentuk amanah untuk diurus sesuai dengan aturan
yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

b) Alam semesta untuk kebutuhan manusia sebagai khalifah dimuka

bumi

%6 5t Salehah Madjid, Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah, Jurnal Hukum Ekonomi
Syariah. (Jakarta: 2018) Volume 2, No. 1, h. 4-10.
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c) Profesionalisme, manusia mempunyai prinsip ini untuk mengelola
alam semesta agar mendapatkan rezeki yang baik dan mencari
manfaat yang baik dari Allah.

d) Asas akhlak merujuk pada perilaku yang ada pada manusia sebagai
khilafah. Asas Tasyri’iyah atau asas legislasi, prinsip ini
menegaskan bahwa untuk mencapai kemanfaatan dan kesejahteraan
sosial maka manusia harus mempunyai perilaku yang sesuai dengan
ketentuan syariah yang telah digariskan oleh ulama mujtahid
dengan didasarkan pada Al-Quran dan As-sunnah.

e) Asas Maslahah, prinsip ini adalah cita-cita atau tujuan syariah untuk
menjaga dan melestarikan lima hal yang bersifat inklusif .2’

3) Menurut Yuahya S. Praja
Menurut pendapatnya, pemikiran Islami merupakan landasan yang

mendorong hukum islam. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu:Prinsip

Tauhidullah, prinsip ini menyatakan bahwa ilmu mempunyai dua sifat

pertama, ilmu itu memiliki sifat yang objektif, yaitu apabila ilmu

tersebut tidak membutuhkan pemahaman terkait adanya objek tersebut.

Kedua, ilmu yang sifatnya subjektif yaitu ilmu kita (Manusia) terkait

sesuatu yang bergantung pada pengetahuan subyek (manusia) tersebut.

a) Prinsip kembali kepada Al-quran dan Sunnah
Prinsip ini didasarkan pada teori fitrah yang menjelaskan bahwa
fitrah merupakan potensi mendalam yang terdapat pada diri

manusia sejak dilahirkan. Sejak lahir manusia telah memili beragam

2"Dr. Abdul Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Hukum
Indonesia, Ed. 1 Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 62



31

potensi. Potensi pertama, Quwwat Al-agli dimana fungsinya untuk
mengenal sesuatu, mengesakan dan mencintai Allah. Potensi kedua
adalah Quwwat Al-syahwah, yakni potensi yang berfungsi untuk
menginduksi objek yang bersifat membuat seseorang merasa
senang. Potensi ketiga adalah Quwwat Al-gadlob adalah prinsip
yang berfungsi untuk melindungi diri dari berbagai gangguan yang
mungkin saja terjadi.
b) Prinsip Keadilan
Prinsip yang memiliki keseimbangan dan kesesuaian antara ucapan,
kata hati, dan perbuatan.
c) Prinsip Kebenaran
Hakikat kebenaran ini terdapat dalam alam empiris seseotan bukan
dalam alam pikirannya. Islam ada sebagai rahmat bagi sekalian
alam. la dituntut untuk menjadi petunjuk praktis dalam
mengahadapi dan menyelesaikan segala persoalan nyata yang
terdapat dalam kehidupan.?®
C. Kerangka Konseptual
Untuk lebih memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti akan

memberikan defenisi kata yang tercantum dalam judul penelitian, yaitu: Sistem

Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar

Muat (TKBM) Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare (Analisis Hukum

Ekonomi Syariah).

2Dr. Abdul Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Hukum
Indonesia, Ed. 1 Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h.64-66
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1. Upah adalah uang dan sebagainya yang diberikan untuk membalas jasa atau
sebagai pembayaran atas tenaga yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja
untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, seperti gaji.

2. Kesejahteraankesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat
bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan itu dapat diukur dari
kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat™.

3. Buruh Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat
upah®

4. Hukum Ekonomi Syariah berarti hukum ekonomi islam yang digali dari
sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan
pelaksanaan Figih dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem
ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna
menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti
timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain sistem ekonomi syariah
memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan

berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat®.

% Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Baru, (Jakarta: PT. Media Pustaka
Phoenix, 2007), h. 947

%0 Astriana  Widyastuti, Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat
Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Kelauarga Di Jawa Tengah Tahun 2009, Economics

Development Analysis Journal, Vol. 1 No. 2 (2012),
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/472 (diakses 28 Desember 2020, pukul
18.26). h. 2-3

1Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Baru, (Jakarta: PT. Media Pustaka
Phoenix, 2007), h. 144

%2Eka Sakti Habibullah, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional, Jurnal
Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam,
http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/viewFile/190/188 (Diakses 30 Desember
2020, pukul 18.26). (Bogor: 2017) HImn. 700
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D. Kerangka Pikir
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research). Dimana penelitian
ini mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lokasi, terjun langsung
dengan masyarakat sekitar. Terjun lansung di tengah masyarakat bertujuan agar
peneliti dapat merasakan dan melihat langsung situasi yang lebih spesifik tentang
objek yang akan diteliti. Peneliti harus memahami situasi, kondisi masyarakat
yang akan diteliti.*®

Penelitian sosial dilaksanakan pada kondisi lokasi peneliti akan terlibat.
Dalam hal ini peneliti mempunyai tugas untuk meneliti dan mencatat aktivitas
yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Adapun metode yang digunakan dalam
penelitian lapangan ini yaitu pengamatan yang mengharuskan peneliti untuk
terlibat langsung didalamnya. Biasanya, peneliti membuat catatan yang terjadi
dilapangan lalu di berikan kode kemudian dianalisis dengan sejumlah metode.
Penelitian ini tentunya harus didukung dengan melakukan wawancara
partisipan.*

Dilihat dari masalahnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian
deskriptif  kualitatif, dimana penelitian ini Dberusaha untuk mencatat,

mendeskripsikan, menganalisis dan menginterprestasikan objek yang telah ditelit

*Dr. J.R. Raco, M.E., M.Sc. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Unggulannya.
(Grasindo) h. 9

**Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2015), h. 217
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baik melalui observasi, wawancara ataupun dengan mempelajari situasi
dilapangan yang telah didokumentasikan.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Peneliti akan melakukan penelitian di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare,
Sulawesi Selatan. Penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih satu bulan
(disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).
C. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada peneliti
agar menggunakan data yang cocok untuk menjawab rumusan masalah dari
penelitian yang akan dilakukan. Adapun fokus penelitian ini yaitu agar lebih
memahami Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga
Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan di Pelabuhan Nusantara Parepare
(Analisis Hukum Ekonomi Syariah).
D. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (primary
data) dan data sekunder (secondary data).

1. Data primer yaitu sehimpunan laporan yang peneliti dapatkan langsung dari
tempat pertama melakukan penelitian®. Sementara data primer didapatkan
langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun
laporan dalam bentuk dokumen informal yang kemudian diolah peneliti.
Responden merupakan seorang yang dijadikan contoh dalam penelitian

untuk merespon pertanyaan-pertanyaan. Dalam penelitian ini respondenya

®*Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2015), h. 65
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buruh yang bekerja di Pelabuhan Nusantara.

2. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua®®. Data ini
bisa didapatkan dari buku yang berkaitan dengan objek penelitian baik
dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun data sekundernya
yakni hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data
Penelitian ini menggunakan tekhnik pengupulan data seperti studi
kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi.

Berdasarkan sumber data penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan

dengan cara:

1. Studi kepustakaan
Data sekunder dihimpun dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi
kepustakaan laksanakan guna menentukan teori, sudut pandang, serta
interpretasi mengenai suatu persoalan yang akan dibahas, antara lain sistem
pengupahan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa
Indonesia, dan kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus istilah
ekonomi.

2. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah proses untuk untuk mendapatkan suatu data dari tangan
pertama dengan cara melakukan pengamatan terhadap orang maupun tempat
yang akan diteliti. Observasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk

menemukan sesuatu dari fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide dengan

%8prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, M.Si., Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-
format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen,
dan Pemasaran. (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 129
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tujuan untuk mendapatkan informasi tentang fenomena atau kejadian
disekita lingkungan penelitian, yang mana untuk memperoleh informasi
tersebut maka harus objektif, nyata dan dapat dipertanggungjawabkan®’
3. Wawancara (interview)
Wawancara merupakan proses mendapatkan suatu informasi dengan tujuan
penelitian. Dimana peneliti dan responden akan melakukan sesi tanya jawab
dengan bertatap muka®.
4. Dokumentasi
Metode ini adalah salah satu cara dalam mengumpulkan data sehingga
menghasilkan catatan yang krusial berkaitan dengan persoalan yang diteliti.
Metode ini digunakan untuk menghimpun data yang telah tersaji dalam
dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data
primer yang didapatkan melalui observasi dan wawancara mendalam™.
F. Uji Keabsahan Data
Triangulasi Teknik adalah cara untuk menguji kredibilitas data yang
dilaksanakan melalui cara memastikan data dengan sumber yang sama namun
dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data didapatkan melalui wawancara
kemudian diperiksa dengan melakukan observasi, ditunjang dengan data yang
telah di dokumentasikan. Jika dalam prosesnya menemukan data yang berbeda,
maka peneliti bisa melakukan diskusi lebih lanjut terhadap sumber data yang

berkaitan atau lainnya, guna mengkonfirmasi data yang rasa valid dan tidak, atau

¥"Dr. Muhammad Ilyas Ismail, M.Pd., M.Si. Evaluasi Pembelajaran: konsep Dasar, Prinsip,
Tekhnik Dan Prosedur. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 131

%8prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, M.Si., Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-
format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen,
dan Pemasaran. (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 133

%Basrowi Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h. 158.



38

data yang memungkinkan semuanya benar karena perspektif setiap orang

berbeda*®.Guna memperoleh keyakinan terkait hasil penelitian, maka peneliti

dapat menggunakan metode Triangulasi. Didalam metode ini dikategorikan

menjadi dua, yakni:

1. Triangulasi Sumber
Metode ini mengumpulkan data dari sumber yang beragam. Peneliti akan
menghimpun data dari Ketua dan Wakil Ketua TKBM Pelabuhan Nusantara
Kota Parepare Serta KRK Pelabuhan Nusantatara. Selain itu juga tenaga
kerja yang terlibat dalam Koperasi TKBM Pelabuhan Nusantara Kota
Parepare. Data tersebut lalu dideksripsikan, dikelompokkan, mana pendapat
yang sama dan mana pendapat yang berbeda untuk selanjutnya dikaji agar
memperoleh suatu kesimpulan. Triangulasi sumber merupakan cara untuk
memperoleh data dari sumber yang berbeda namun dengan menggunakan
tekhnik yang sama.

2. Triangulasi Tekhik
Triangulasi Teknik merupakan cara untuk memastikan data terhadap sumber
yang sama dengan melakukan tekhnik yang berbeda. Misalnya, peneliti ingin
mengutarakan data tentang sistem upah, maka peneliti akan melakukan
wawancara kepada Ketua TKBM Pelabuhan, lalu dibuktikan menggunakan
data yang diperolen dan buktikan pula dengan hasil observasi yang

dilakukan peneliti.

“0Zulmiyetri, Nurhastuti, Safaruddin, Penulisan Karya llmiah Edisi Pertama, (Jakarta:
Kencana, 2020) h. 166
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G. Teknik Analis Data

Menganalisis data berarti menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat
statistik yang relevan untuk digunakan dalam melakukan penelitian.** Analisis
data adalah proses penggambaran (descriptioni) dan penyusunan salinan
interview serta material lain yang telah dikumpulkan. Hal ini dimaksudkan agar
peneliti dapat menyempurnakan pengetahuan terhadap data tersebut yang
kemudian disajikan lebih jelas kepada orang lain terkait data yang diperoleh atau
didapatkan dilapangan. Analisis dalam penelitian adalah bagian dalam proses
penelitian yang sangat krusial, karena dengan analisa data inilah, data yang telah
diperoleh akan terlihat manfaatnya, khususnya dalam menyelesaikan soal

penelitian agar dapat mencapai tujuan akhir dilakukannya penelitian.*?

“1Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M, Metode Penelitian (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
2011), h. 163.

“2p_ Joko Subagyo, S.H., Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Cetakan Ke-4 (Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 2004), h. 104



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh TKBM Di
Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Pekerjaan adalah suatu kebutuhan pokok/primer bagi setiap manusia dalam
kehidupan untuk kelangsungan hidupnya, dimana dengan bekerja seseorang
dapat memperoleh upah atau gaji untuk memenuhi keinginannya. Upah yang
diberikan dapat memotivasi seseorang untuk bekerja. Dalam masyarakat upah
disebut gaji atau imbalan baik dalam bentuk uang, makanan pokok maupun
benda lainnya yang mempunyai nilai guna yang diserahkan kepada tenaga kerja
yang melakukan suatu pekerjaan.

Begitu pula dengan buruh yang bekerja di Pelabuhan Nusantara Kota
Parepare. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, buruh menawarkan jasa kepada
pengguna jasa dalam hal ini pemberi kerja untuk meringankan pekerjaannya.

Pelabuhan Nusantara Kota Parepare merupakan pelabuhan bagi masyarakat di
daerah Ajatappareng. Selain angkutan penumpang, pelabuhan Nusantara juga
bergerak dalam bidang ekspedisi angkutan barang antar pulau yang juga
melayani jasa bongkar muat barang atau pengiriman barang antar pulau. Melalui
pelabuhan inilah arus barang dari parepare dikirim ke Kalimantan, Surabaya, dan
kota-kota dibagian Indonesia bagian timur. Semua ini tentunya tidak terlepas dari
andil para buruh bongkar muat yang bekerja demi kelancaran pengiriman barang

tersebut.

“Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 163
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1. Mekanisme Upah di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Dari data yang diperoleh dilapangan, jumlah buruh yang terdaftar di
Kantor TKBM Pelabuhan Nusantara yaitu sebanyak 600 orang yang terbagi
menjadi dua kategori yakni buruh bagasi sebanyak 400 orang dan buruh
muatan dasar sebanyak 200 orang. Untuk buruh muatan dasar mereka akan
bekerja sesuai dengan aturan jadwal pembagian kerja yang telah ditetapkan,
yang dibagi menjadi 4 kelompok kerja yaitu kelompok kerja A, kelompok
kerja B, kelompok kerja C, dan kelompok kerja D. Dimana setiap kelompok
terdiri dari 40 hingga 60 orang.

Setiap satu kelompok kerja akan bekerja secara bergiliran agar merata
ke seluruh buruh. Seperti yang dikemukan oleh Ketua TKBM Pelabuhan

Nusantara Kota Parepare, Yasser Aslan mengatakan bahwa:

Pembagian kelompok ini untuk mempermudah kerja buruh agar merata.
Dengan adanya pembagian kelompok ini, juga untuk mempermudah agar
mereka tau jadwal kerja mereka. Misalnya, hari ini KM Prince Soya sandar
di Pelabuhan yang mengerjakan itu Kelompok A dengan jumlah buruh
sebanyak 45 orang. Besoknya lagi ada KM Thalia yang masuk, maka giliran
kelompok B yang kerja dengan jumlah pekerja 40 orang, dan begitupun
seterusnya™.

Biasanya buruh yang bekerja biasa menyelesaikan pekerjaannya paling
sebentar selama tiga hari dan paling lama lima hari tergantung banyak
sedikitnya muatan kapal dengan waktu pengerjaan hingga jam satu malam.

Dalam prosesnya terdapat Ketua Regu Kerja (KRK) atau biasa disebut

mandor yang bertugas untuk melakukan pencatatan atau memastikan barang

yang akan dibongkar muat. Setiap barang yang masuk harus dicek sesuai

*Yasser Aslan sebagai Ketua TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Wawancara oleh
penulis di Kantor TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, 04 Mei 2021
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dengan jenis dan harga yang telah ditentukan oleh koperasi TKBM.
Tujuannya, agar KRK dapat mengetahui seberapa banyak pendapatan yang
masuk yang kemudian dibagikan untuk buruh yang bekerja. Di Pelabuhan
Nusantara sendiri terdapat 16 KRK yang terbagi menjadi 8 orang KRK yang
bertugas mengawasi muatan dasar, dan 8 KRK yang bertugas mengawasi
buruh bagasi kapal.

Sementara itu, buruh bagasi bekerja dengan cara mendatangi langsung
penumpang yang baru tiba, maupun penumpang yang akan berangkat untuk
menawarkan jasanya.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu buruh bagasi,
Hendra (37 Th) yang telah bekerja selama 20 tahun di Pelabuhan, ia

mengatakan:

Kita datangi penumpang yang sudah mau turun dari kapal. Kita juga datangi
calon penumpang yang membawa barang bawaan, baik yang baru turun dari
mobil maupun yang sudah menunggu di terminal pelabuhan. Jika
penumpang bersedia untuk menggunakan jasa kami, selanjutnya kami akan
melakukan negosiasi atau kesepakatan terkait besar upah yang dibayarkan.
Pada negosiasi itu biasanya terjadi kita tawa-menawar terkait besaran biaya
yang akan dipatok. Besaran upah juga ditentukan dari banyaknya barang,
berat barang, serta besar barang yang akan diangkut®:

Adapun sistem pengupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan
Nusantara Kota Parepare adalah menggunakan sistem upah borongan dan

sistem hasil dimana pada sistem ini upah diberikan kepada buruh sesuali

dengan kesepakatan antara pemberi kerja (penumpang) dan buruh.

**Hendra sebagai buruh bagasi Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, wawancara oleh penulis,
21 Mei 2021
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a. Sistem Upah Borongan
Sistem upah borongan merupakan sistem upah yang diberikan kepada
sekelompok orang hingga selesai, dimana upahnya diberikan setelah
adanya kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja*®.
Seperti yang dikemukakan Wakil Ketua TKBM Pelabuhan Nusantara

Kota Parepare, Umar Saleh mengatakan bahwa:

Misalnya, hari ini ada muatan dasar di KM Thalia dengan 56 buruh
yang dipekerjakan di kapal itu, ditambah dua orang Ketua Regu
Kerja (mandor). Adapun pendapatan yang diperoleh dari kapal itu
sebesar Rp. 28.295.000,- Dari pendapatan itu, 15 persennya masuk
ke koperasi, berarti sebesar Rp. 4.244.250,- jadi sisanya sebesar Rp.
24.050.750. Nah 24 juta lebih itulah yang dibagi rata untuk 56
buruh ditambah dua orang mandor. Jadi upah yang diterima satu
orang sekitar Rp. 414.000,-*'.

Berdasarkan hasil pemaparan Umar Saleh, penulis memahami bahwa
tidak ada standarisasi upah dalam pemberian upah buruh muatan dasar
karena besaran upah ditentukan pada sedikit banyaknya barang yang
dimuat perkapal.
b. Sistem Upah menurut Hasil

Berdasarkan pengupahan menurut system hasil, besaran upah tergantung
dari banyaknya barang yang diproduksi oleh pekerja®.

Upah buruh di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare juga ditentukan dari
banyaknya barang yang diangkut oleh buruh, semakin banyak barang

yang diangkut semakin banyak pula upah yang diterima. Sistem upah

“**Senja Nilasari, Panduan praktis menyusun sistem penggajian & benefit, (Jakarta: Raih
Asah Sukses, 2016), h. 41

“"Umar Saleh sebagai Wakil Ketua TKBM Pelabuhan Nusantara Kota parepare, wawancara
oleh penulis di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, 06 Mei 2021.

*BSukwiaty, Sudirman Jamal, Slamet Sukamto, Ekonomi (Jakarta: Yudhistira, 2009), h. 9
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hasil ini dilakukan oleh buruh khusus bagasi kapal, dimana mereka
mengangkut barang penumpang dengan cara dipanggul maupun
menggunakan gerobak.

Pada sistem ini, Ketua Regu Kerja (KRK/Mandor) Buruh Bagasi,

Muhammad Fattah mengatakan bahwa:

Jika barang penumpang sedikit, buruh hanya memanggul
barangnya. Tapi kalau agak banyak buruh menggunakan gerobak
yang disewa untuk mengangkut barang. Kalau barang banyak
begitu, biasa dua orang yang kerja. Jadi upah yang diberikan oleh
penumpang dibagi rata (bagi hasil) untuk mereka berdua setelah
mengeluarkan biaya sewa gerobak®®.

Dari wawancara Muhammad Fattah, penulis mengetahui jika
biaya sewa satu gerobak tergantung dari banyaknya barang yang dimuat.
Biaya sewa gerobak terndah yaitu Rp. 10.000,- dan tertinggi Rp.
30.000,-

2. Yang mempengaruhi kesejahteraan Buruh Pelabuhan Nusantara Kota
Parepare
Dalam hal ini, baiknya buruh dan pengusaha saling menguntungkan
antara satu sama lain. Dipihak buruh, seharusnya menerima apa yang
menjadi haknya. Dengan upah dapat memberikan kesejahteraan terhadap
kehidupan buruh itu sendiri. Namun juga hal-hal lain yang sekiranya yang
dapat menunjang kesejahteraan buruh tersebut.
Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan

buruh bongkar muat di Pelabuhan nusantara Kota Parepare, antara lain:

%9 Muhammad Fattah sebagai Ketua Regu Kerja Pelabuhan Nusantara Kota Parepare,
wawancara oleh penulis, 21 Mei 2021.
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a. Pendapatan/upah
Pada umumnya pendapatan buruh bongkar muat di Pelabuhan
Nusantara Kota Parepare bergantung pada ada atau tidaknya kapal
yang masuk ke pelabuhan, jika banyak kapal yang masuk maka banyak
pula pendapatannya. Selain itu, upah yang diperoleh juga bergantung
pada banyak atau sedikitnya barang yang akan dibongkar muat dan

yang diangkut dari bagasi.

Jumlah pendapatan dari muatan dasar dihitung dari banyaknya
barang yang masuk. Misalnya, KM Thalia membawa 5000 karung
rumput laut dari Nunukan, perkarungnya dihargai Rp. 6000. Jadi,
pendapatan yang masuk sebesar Rp. 30.000.000. Pendapatan inilah
yang kemudian dibagi rata kepada para buruh dan mandor yang

mengawas setelah dipotong 15% untuk koperasi TKBM.

Tabel 4.1. Gambaran Upah Pada Muatan Dasar

Upah
Nama Jumlah
TGL Pendapatan 15% Buruh
Kapal Pekerja
Perkapal
1/5/21 | KM. Thalia | Rp.28.295.000 | Rp. 4.244.250 | 56+2 Krk Rp.
414.000
4/5/21 | KM. P.S Rp.12.686.000 | Rp. 1.902.900 | 47+2 Krk Rp.
220.000
7/5/21 | KM. Q.S Rp.23.955.000 | Rp. 3.593.250 | 52+2 Krk Rp.

377.000
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15/5/21 | KM. Thalia | Rp.16.644.000 | Rp. 2.496.600 | 41+2 Krk

Rp.
328.000

Adapun harga untuk setiap muatan kapal berbeda-beda yakni, tergantung jenis

barang yang dimuat. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Harga Per Item Muatan Dasar

No. Jenis Muatan Dasar Harga
1 Satu Ikat Telur Rp. 1.500
2 Satu Zak Beras (25 Kg) Rp. 1.250
3 Muatan Pick Up Campuran Rp. 100.000
4 Muatan Truk Besar Campuran Rp. 400.000
5 Muatan Truk Kecil Campuran Rp. 250.000
6 Satu Karung Labu Siam Rp. 4.000
7 Satu Karung Kol Kecil Rp. 4.000
Satu Peti Lombok Rp. 5.000
9 Satu Karung Labu Rp. 8.000
10 | Satu Peti Tomat Rp. 4.000
11 | Satu Karung Jeruk Nipis Rp. 4.000
12 | Satu Karung Bawang Merah Rp. 3.000
13 | Satu Dos Gula Merah Rp. 5.000
14 | Satu Karung Jahe Rp. 8.000
15 | Satu Karung Kol Besar Rp. 8.000
16 | Satu Karung Rumput Laut Rp. 6.000
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Dari tabel 4.2 dapat dipahami bahwa besaran pendapatan perkapal dihitung
berdasarkan jenis muatan dan banyak sedikitnya barang yang masuk, sehingga dapat
mempengaruhi besaran upah yang diterima oleh buruh.

Salah satu buruh muatan dasar, Saparuddin (38 Th) yang telah bekerja sebagai

buruh selama 15 tahun mengatakan bahwa:

Upah muatan dasar itu tidak tentu, tergantung barang yang dimuat. Biasa
paling rendah itu Rp. 200.000 dan paling tinggi Rp. 400.000. Kalau bagasi
atau angkut barang penumpang juga tergantung dari banyak penumpang.
Kalau banyak penumpang yang datang otomatis banyak juga barang bawaan
yang bisa diangkut, tapi kalau sedikit ya sedikit g’uga. Paling rendah itu
sebanyak Rp. 100.000 dan paling tinggi Rp. 200.000°.

Selain itu, lama bekerja buruh juga tidak mempengaruhi besaran upah yang
diterima. Hal itu seperti dinyatakan oleh Muhlis (32 Th) yang telah 16 tahun bekerja

di Pelabuhan mengatakan bahwa:

Tidak adaji pengaruhnya, baik buruh lama maupun yang baru masuk sekarang
samaji kisaran upahnya. Misalnya buruh lama muatan dasar dengan upah Rp.
300.000 maka buruh yang baru masuk juga begitu upahnya. Yang
membedakan itu cuma upah dari hasil bagasi, karena upah yang diterima
tergantung dari banyak sedikitnya barang. Tapi meskipun ada kapal biasa juga
ndag ada didapat, jadi pulang ki kembali. Tapi kalau dari bagasi itu paling
rendah Rp. 30.000 paling tinggi Rp. 200.000 pernah ku dapat, tapi jarang.>

Dari wawancara Saparuddin dan Muhlis penulis memahami bahwa perbedaan
upah yang diterima buruh muatan dasar dan bagasi tergantung dari jumlah barang
yang masuk atau diangkut oleh masing-masing buruh. Sehingga, pendapatan yang
diperoleh tidak tetap. Hal itu tergantung pada ada atau tidaknya kapal yang tiba
maupun berangkat. Untuk mengangkat barang muatan dasar, buruh membutuhkan

tenaga yang kuat, sedangkan buruh bagasi memerlukan kecepatan dalam menawari

*®saparuddin, Buruh Muatan Dasar sekaligus Buruh Bagasi Pelabuhan Nusantara Kota
Parepare, wawancara oleh penulis, 21 Mei 2021

*'Muhlis, Buruh Muatan Dasar sekaligus Buruh Bagasi Pelabuhan Nusantara Kota Parepare,
wawancara oleh penulis, 21 Mei 2021
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jasa mereka ke penumpang, kemampuan bernegosiasi, dan seberapa cepat mereka
dalam membawa barang.
b. Pengeluaran

Pengeluaran setiap orang berbeda-beda, pengeluaran yang dimaksud disini
yakni pengeluaran saat membeli bensin untuk transportasi dari rumah ke pelabuhan,
pengeluaran untuk makan dan minum saat beristirahat, kebutuhan konsumsi rumah

tangga dan lain sebagainya.Salah satu buruh, Malik (30 Th) mengatakatan bahwa:

Pasti mi ada pengeluaran tidak terduga, kayak beli makan dan minum,
merokok. Jelas upah yang didapatkan tadi berkurang, baru kita bawa sisanya
pulang ke rumah untuk anak istri. Yah, pintar-pintarnya saja kita kelola uang
supaya cukup untuk keluarga dirumah, é/ang penting jangan sampai
pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan®?,

c. Pendidikan Keluarga

Pendidikan sangat penting dalam keluarga, karena pendidikan salah satu
parameter bagi kecakapan berfikir dan keterampilan masyarakat bagi kualitas sumber
daya manusianya. Jika upah yang diterima buruh digunakan semuanya untuk
membiayai pendidikan anaknya, mungkin belum cukup untuk menyekolahkan
anaknya, karena pemasukan yang diperoleh pas-pasan untuk memenuhi keperluannya
sehari-hari. Karena, pendapatan dari bekerja sebagai buruh bergantung pada ada atau
tidaknya kapal yang masuk di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.

Seperti yang dikemukakan Syamsul Bahri (40 Th), buruh khusus bagasi di

pelabuhan, ia mengatakan bahwa:
Upah yang saya dapat dari menjadi buruh kayaknya tidak cukup untuk
menyekolahkan anak saya. Untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang tidak
cukup, bahkan biasa tidak ada ku dapat. Tapi anak-anak saya masih bisa

*2Malik, Buruh muatan dasar sekaligus buruh bagasi Pelabuhan Nusantara Kota Parepare,
wawancara oleh penulis, 23 Mei 2021
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sekolah, karena sekarang kan sekolah gratis sampai SMA, yang kita
tanggung Cuma uang jajannya sama uang baju sekolahnya.*

Bisa dipahami bahwa kemudahan dalam menyekolahkan anak bisa
didapatkan dari bantuan pemerintah. Baik itu berupa beasiswa berprestasi maupun
beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu.

d. Jaminan Kesehatan Keluarga dan Gizi

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk
dalam hal kualitas fisik. Kesehatan dan gizi berguna untuk melihat gambaran
kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan keluarga.

Seperti yang diutarakan salah satu buruh muatan dasar sekaligus bagasi

yakni, Kaharuddin (45 Th) yang telah berkerja di Pelabuhan selama 20 tahun:

Dulu memang sempat amburadul manajemen di pelabuhan ini, tapi
semenjak bergantimi kepengurusan, alhamdulillah sudah mulai membaik.
Pembagian upah antara mandor dan buruh sudah mulai bagus, dan
sekarang ditambah lagi dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, sudah ada
yangs4atur. Jadi, tidak kayak dulu mi. Masalah gizi keluarga juga cukup
baik™".

Untuk menunjang kemudahan dalam mendapatkan kesehatan, para buruh di
Pelabuhan Nusantara Kota Parepare difasilitasi jaminan kesehatan berupa BPJS
Ketenagakerjaan dari Koperasi TKBM, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari
Pemerintah.

e. Kondisi Perumahan serta fasilitas yang ada dalam rumah tangga

Manusia memerlukan tempat tinggal, selain untuk menjadi tempat menetap

juga untuk berlindung dari cuaca yang tidak menentu serta tempat untuk berkumpul

bersama keluarga. Secara umum, kualitas rumah dapat memperlihatkan tingkat

*3Syamsul Bahri, Buruh khusus bagasi Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, wawancara oleh
penulis, 21 Mei 2021

**Kaharuddin, buruh khusu muatan dasar sekaligus buruh bagasi, wawancara oleh penulis, 21
Mei 2021
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kesejahteraan terhadap rumah tangga, dimana kualitas tersebut dapat dinilai dari
keadaan rumah dan kualitas lingkungan yang baik, sehingga dapat memberikan
kenyamanan bagi penghuni rumah. Selain itu, status kepemilikan terhadap tempat
tinggal juga bisa menjadi tolak ukur kejahteraan.Buruh bagasi Pelabuhan Nusantara,

Hamzah (30 Th) mengatakan bahwa:

Meskipun masih sewa, tapi alhamdulillah sudah layak sebagai tempat tinggal

bersama istri dan tiga orang anak. Biaya sewanya juga masih terjangkau, Rp.

300.000,- lingkungannya juga alhamdulillah bersih, aman dan nyaman.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis mengetahui bahwa rata-rata
buruh di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare menyatakan bahwa mereka sudah
memiliki rumah permanen layak huni, sebagian lagi masih menyewa. Adapun kondisi
tempat tinggalnya sebagian dari mereka mengatakan bahwa masih layak huni, yaitu
bersih dan rapi, dan sebagian lainnya mengaku lingkungan sekitar tempat tinggalnya
cukup bersih, namun tidak terlalu rapi.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Dalam
Peningkatan Kesejahteraan Buruh TKBM di Pelabuhan Nusantara Kota
Parepare.
1. Upah Menurut Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
Bagi buruh upah menjadi hal yang penting, pasalnya dengan upah itu mereka
dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-harinya. Berdasarkan pandangan
Islam upah dikenal juga dengan ljarah atau Al-ujrah yang mana didalamnya
terdapat unsur timbal balik antara mu ’jir atau orang yang melakukan penyewaan

barang barang dan jasanya dalam hal ini buruh Pelabuhan Nusantara dan

**Hamzah, Buruh Bagasi Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, wawancara oleh penulis, 21
Mei 2021
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musta jir atau orang yang menyewa barang atau jasa dalam hal ini disebut
dengan majikan (penumpang/pengusaha/pedagang).

Dalam ljarah Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa upah harus ditentukan
diawal akad karena masa awal akad adalah syarat yang harus disebutkan didalam
akad. Karena jika tidak ada penentuan diawal bisa mengakibatkan ketidak
jelasan waktu sehingga objek ljarah pun menjadi tidak jelas. Berbeda halnya
dengan Mazhab Hanafiyah, beliau berpendapat bahwa tidak diperlukan syarat
penentuan permulaan ljarah. Menurutnya jika akad ljarah tidak dikatakan diawal
penyewaan, maka waktu yang mengikuti akad dianggap sebagai waktu
permulaan, yaitu bulan setelah akad terjadi*®.

Mazhab Maliki mengatakan ljarah dengan Kira’ dimana terdapat jangka
waktu yang diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad diikuti dengan
kompensasi atau upah yang menyertainya. Sementara, menurut mazhab Hanbali
pemberian upah tidak boleh tunda, dan dianjurkan untuk mempercepat
pembayarannya®’.

Upah dalam Islam tentunya harus sesuai dengan kaidah Illmu Ekonomi Islam,
untuk itu, maka harus memenuhi beberapa karakteristik, diantaranya:

a. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai
Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare tidak terdapat standarisasi upah
antara pekerja dan pemberi kerja. Upah yang diterima pun berbeda-beda
tergantung berapa banyak barang yang dimuat dan diangkut. Dari penelitian

yang dilakukan, pengupahan pada system borongan yang diterapkan di

\Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam wa Adilatuhu Jilid 5, (Depok: Gema Insani, 2011) h. 392
*’Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Figih Empat Madzhab Jilid 4, (Cipinang: Pustaka Al-kautsar, 2015),
h. 168
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Pelabuhan Nusantara ternyata belum sesuai dengan ketentuan yang diberikan
oleh Rasulullah, dimana pemberi kerja harus terlebih dahulu menyebutkan
besaran upah yang akan diterima oleh pekerja.

Sementara pada pengupahan sistem satuan hasil sudah sesuai dengan
yang diucapkan Rasulullah, hal ini karena pemberi kerja (penumpang) dan
buruh sudah bersepakat atau mengetahui besaran upah yang diberikan ketika
pekerjaan terselesaikan. Hal ini juga sesuai dengan ucapan Rasulullah dalam

hadist riwayat Abu Sa’id Al-ghudri, Nabi SAW bersabda:

2R ::.:;;m;;:b\f};fwsu,_dbrpﬂ)g;

L35 T A

VoW

Artinya:
Dari Abu Said Al-Khudri bahwa nabi bersabda ,”Barang siapa yang
mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaknya dia menentukan
upahnya.” (HR Abdul Razzaq dalam hadits yang mungathi’ (terputus
sanadnya). Dan Al-Baihagi meriwayatkannya secara maushul
(bersambung sanadnya) dari jalur Abu Hanifah maushul.

Para ulama menyepakati bahwa besaran upah wajib diberitahukan
dengan jelas seberapa besar dan kecilnya upah yang diperoleh pekerja, hal
ini untuk menghindari ketidaktahuan pekerja yang berpotensi menyebabkan
terjadinya kesalahpahaman bahkan perselisihan diantara tenaga kerja dan

pemberi kerja®.

S8 Abdurrazzaq (8/235) dan Al Baihagi (6/120)
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b. Upah dibayarkan sebelum keringatnya kering
Sesuai hadist riwayat Ibnu Majah, Rasulullah S.A.W bersabda:
B3 Calld) A0k (3 dma (3 Gb 3 WB3A (RN adsl) ¢ (uiiad) W3S
A Jgu OB JB b 0 ) 88 (8 Al (8 ald ¢ 5 Cp gl K
4856 Ciag &1 38 5040 ¥l 1 sk ally adle W lia

Artinya :
“Telah menceritakan kepada kami Al-abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi
berkata, telah menceritakan kepada kami walib Bin Sa’id bin Athiah As
Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid
bin Aslam dari bapaknya Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah S.A.W
bersabda: “Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan
sebelum kering keringat mereka” (HR Ibnu Majah)®

Qabla An Yajiffa ‘Araquhu: artinya sebelum keringatnya
mengering, kalimat ini tidak diartikan apa adanya. Maksud kalimat ini ialah
anjuran keras agar mempercepat pembayaran upah/gaji yang menjadi
kompensasi atas kerja dan jerih payah mereka. Dengan kata lain, pemberi
kerja wajib membayar upah setelah pekerjaan mereka terselesaikan karena
mereka bekerja tidak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Menunda
pemberian upah kepada tenaga kerja merupakan perbuatan yang dzalim,
hal itu merupakan bentuk penundaan yang tidak baik.

Allah SWT menyuruh agar setiap orang melakukan apa yang sudah
menjadi tanggungjawabnya serta mengharamkan mengambil harta orang
lain melalui cara yang bathil. Allah SWT sangat menegaskan hal ini,

utamanya terhadap kaum yang rentan seperti wanita, anak yang ditinggal

**Sunan Ibnu Majah, Tarjamah Sunan lbnu Majah Jilid 111, (Semarang: CV. Asy Syifa’,
1993), h. 250
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orangtuanya, serta fakir miskin. Dalam masalah ini, pekerja atau fakir
termasuk dalam kategori fakir, sementara pemilik uang atau majika adalah
orang kaya, itu sebabnya Allah SWT menganjurkan agar kewajibannya
dilaksanakan®.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pembayaran upah pada
sistem borongan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare belum memenuhi
hadist diatas, karena upah dibayarkan sehari setelah pekerjaan selesai.
Sementara pada sistem satuan hasil sudah sesuai dengan karakteristik
ekonomi Islam, karena upah diberikan saat itu juga.

c. Keadilan

Dalam hal hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, Islam
mengatur norma-norma yang saling bermanfaat antara kedua orang yang
melakukan kerjasama. Konsep upah yang adil harus sepadan dengan nilai
kontribusi hasil pekerjaan dari pekerja®’.

Menurut penulis, keadilan dalam pengupahan terletak pada
kejelasan akad antara pekerja dan pemberi kerja dengan upah yang sudah
disepakati kedua belah pihak dan upah yang dibayarkan setelah pekerjaan
diselesaikan agar tidak terjadi unsur kedzaliman didalamnya.

Keadilan dalam penetapan upah di Pelabuhan Nusantara Kota
Parepare belum bisa dikatakatan baik lantaran pada proses pengerjaannya
ada sebagian buruh yang merasa bahwa hal tersebut belum sepenuhnya

adil.

% Abdullah bin abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 5, h. 72-74
®1\/eithzal Rivai, Andi Buchari, Islamic Ekonomic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi
Solusi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009) h. 127
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Salah satu buruh yang mengatakan sistem borongan pada muatan

dasar belum baik/adil yakni, Syamsuddin (45 Th) mengatakan bahwa:

Dalam pengerjaannya biasanya, ada teman-teman yang dilihat malas-
malasan mengangkat atau lama sekali istirahat. Sementara kita ndag begitu,
karena difikir harus cepat selesai pekerjaan baru istirahatki, baru pas gajian
upahnya dibagi rata. Jadi menurutku belum adil, seandainya saat diupah,
mandor yang mengawas bisa mengelompokkan antar buruh yang malas-
malasan dengan yang tidak, lalu upah yang diberikan sesuai dengan jumlah
barang yang diangkat. Itu baru bisa dikatakan adil. Sementara pada sistem
upah bagasi itu sudah adil dan layak karena menggunakan sistem hasil
dimana upah yang diterima tergantung dengan sedikit atau banyaknya
barang yang diangkut, karena kita sendiriji yang tentukan harga sama
penumpang, sesuai kesepakatan bersama®.

Dengan kata lain, penulis memahami bahwa sebagian buruh muatan
dasar menginginkan upah yang diberikan disesuaikan dengan banyaknya
barang yang diangkat, sehingga antara upah dan beban kerja bisa seimbang.

Sehubungan dengan masalah pada penelitian ini, bahwa dalam
sistem pengupahan buruh bongkar muat Pelabuhan Nusantara Kota
Parepare, para buruh menginginkan adanya sistem yang adil dalam
pekerjaan yang mereka lakukan. Namun, kenyataannya masih ada sebagian
buruh yang menyatakan bahwa sistem borongan pada perkerjaan muatan
dasar belum bisa dikatakan adil sebab sebagian buruh tidak menyadari
bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban itu penting, sesuai yang
sudah diatur dalam firman Allah pada Q.S An-Nahl (16): 90 yang

berbunyi:
-0 o 043 . @0 PR o % ;}g, ,?‘J @ 7N
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82 Syamsuddin, Buruh muatan dasar dan bagasi Pelabuhan Nusantara Kota Parepare,
wawancara oleh penulis, 25 Mei 2021
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Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan
memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji,
kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar
kamu selalu ingat®.

Dalam hal ini, keseimbangan dan keharmonisan digambarkan
sebagai keadilan. Oleh sebab itu, prinsip keadilan tidak boleh dipisahkan
dari kesetimbangan antara hak dan kewajiban. kesetimbangan antara hak
dan kewajiban yang dimaksud oleh sebagian buruh yakni buruh berhak
mendapatkan upah namun mereka mempunyai kewajiban untuk
menyelesaikan pekerjaan tanpa membuat buruh yang bekerja borongan
bersama mereka merasa dirugikan.

d. Kelayakan

Dalam hal pengupahan penulis menilai belum sepenuhnya adil dan
layak, lantaran rata-rata informan yang penulis temui menjelaskan bahwa
upah yang mereka terima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka
sehari-hari atau bisa dibilang pas-pasan dengan beban kerja yang berat. Hal
ini berdasarkan keterangan buruh Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Dg.

Situru’ (35 Th) yang mengatakan bahwa:

Kalau difikir secara logika upah yang diterima dengan beban kerja
yang seperti ini belum seimbang, tapi kita tidak bisa apa-apa karena
memang beginimi adanya. Upah yang saya terima juga hanya cukup untuk
kehidupan sehari-hari, belum bisa dibilang layak karena banyak kebutuhan
yang belum bisa terpenuhi. Beruntung sekarang kita terima bantuan dari
pemerintah, seperti pendidikan gratis, ada jaminan kesehatan juga jadi
tidak memberatkan®.

®3Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta: CV Penerbit
J-ART, 2004) h. 277

®Dg. Situru, Buruh Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Wawancara oleh penulis, 25 Juni
2021.
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Implikasi ekonomi dari konsep upah yang adil dan layak tentunya
untuk mensejahterakan manusia dan untuk menghindari eksploitasi
terhadap pekerja. lbnu taimiyah menjelaskan bahwa jika seorang
mempekerjakan orang lain secara dzalim, dengan memberikan upah
dibawah minimum dari pada imbalan yang seharusnya sudah menjadi
haknya. Menurutnya, tenaga kerja boleh meminta upah yang sesuai setelah

menyelesaikan kewajibannya atau pekerjaan yang diberikan®.

2. Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan

Nusantara Kota Parepare.

Menurut syarah Islam, ekonomi ditanamkan guna mewujudkan kesejahteraan
manusia, bukan untuk menyejahterahkan orang tertentu, atau orang-orang yang
tidak terkait dengan tata cara dan kahlak Islam. Ekonomi menurut aspek Islam
diperuntukkan untuk seluruh manusia dan masyarakat.

Ekonomi Islam adalah bagian dari Syariat Islam yang memiliki tujuan untuk
mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), dan hidup dengan baik lagi
terhormat (al-hayah al-thayyibah), hal ini sudah sesuai dengan makna
kesejahteraan dalam pandangan Islam.

Kesejahteraan manusia akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi.
Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dikenal dengan (al-mashlahah) dimana
persoalan ini tidak dapat dipisah dengan unsur harta, pasalnya harta adalah salah
satu unsur yang utama untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang,
pangan dan papan. Meski demikian Al-Ghazali menekankan bahwa harta hanya

ikatan yang menjadi perantara dalam mencukupi kebutuhan manusia.

526

®*Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.



58

Secara etimologi, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berawalan ke
dan berakhir an. Dimana, kesejahteraan social merupakan kondisi masyarakat
sejahtera, yang mana masyarkat aman secara social, kebutuhannya terpenuhi dan
terhindar dari problematika social.

Adapun secara terminilogi, para ahli mengemukakan beberapa pengertian dari
kesejahteraan social, dimana menurut Edi Suharto, kesejahteraan social terdapat
empat arti yakni, kondisi sejahtera, pelayanan social, tunjangan social dan proses
atau usaha terencana. Sementara, Midgley mengutip dari Huda mengemukakan
bahwa kesejahteraan social merupakan suatu kondisi yang didalamnya terdapat
tiga unsure yakni, permasalahan social yang dapat dikelola dengan baik,
kebutuhan dapat terpenuhi, dan peluang social terbuka secara maksimal.
Sementara dalam Al-quran yang mendekati pengertian dari kesejahteraan social
yakni maslahah, salam, dan aman.

a. Maslahah
Maslahah berasal dari kata sulh atau saluha yang berarti antonym (lawan)
dari kata fasada (rusak). Menurut Al-Ishfahani banyak digunakan untuk
sesuatu yang sifatnya perbuatan lahiriah. Menurutnya, saleh atau saluha
adalah menghilangkan kebencian antar manusia (baik laki-laki maupun
perempuan, dalam satu agama maupun antar agama). Yang mana artinya
relasi anatar manusia yang harus dikembangkan adalah saling menyayangi
dan mencintai. Model hubungan seperti inilah akan akan melahirkan
kerjasama dan saling membantu. Kesejahteraan akan tercapai jika setiap
orang menjauhkan diri dari perilaku merusak dan kesejahteraan akan

terwujud justru ketika setiap orang tidak berperilaku kecuali yang
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memberikan manfaat kepada sesama manusia. Kesejahteraan social akan
tercapai apabila masyarkat maupun individu memiliki kepedulian untuk
memperbaiki masyarakat dan lingkungannya, bukan merusak sebagaimana
dilakukan oleh orang munafik.

Kata saluha juga berarti bermanfaat dan sesuai sehingga amal saleh
merupakan suatu pekerjaan yang apabila dilakukan tidak menyebabkan atau
berakibat timbulnya kerusakan atau apabila kan diperoleh manfaat dan
kesesuaian. Maka kesejahteraan social adalah segala usaha yang mendorong
terciptanya manfaat dan kesesuaian, sehingga muncul dalam keseimbangan
dalam masyarakat.Saluha berarti juga menyingkirkan sesuatu yang tidak
baik, sehingga dalam kamus al-misbah disebutkan bahwa makan saluha
adalah keharmonisa. Maka kesejahteraan adalah keadaan harmonis yang
dirasakan seseorang, karena ia bisa menata dirinya ke dalam dan mebangun
relasi yang baik dengan lingkungan. Dengan demikian jelas bahwa
kesejahteraan adalah keadaan yang harmonis sebagai buah dari perilaku

bersama yang saling menyayangi.

. Salam

Kata tersebut berasal dari kata salima yang memiliki makna dasar selamat
atau sentosa. Kata ini memiliki beberapa kata jadian, yaitu sallama (tenang
yang dirasakan dihari) dengan varian sallamtum (membayar upah
[kewajiban] yang harus dibayar), tusalimu/yusallimu/tussalimuna (member
salam/ menerima sepenuh hari sebuah keputusan yang diberikan oleh yang

memiliki atau diberi otoritas).
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Dari beberapa penggunaan dan makna dari salima dan kata jadiannya
diketahui bahwa kata tersebut mengandung makna tunduk atau patuh dan
menerima hukum atau ketetapan Allah baik yang bersifat takwini maupun
tasyri’i (baik didalamnya berkaitan langsung dengan Allah maupun tidak,
seperti dengan hamba-hambanya). Orang yang menerima ketetapan hukum
akan senatiasa menjauhi larangan yang menyebabkan rusaknya hbungan
vertical mauupun social, apalagi yang menetapkan hukum itu adalah pihak
yang memiliki otoritas. Karena itu mereka misalnya akan memberikan hak
orang lain yang bukan miliknya, seperti upah pekerja, dapat dipercaya dan
jauh dari prasangka, sehingga ia mudah melakukan transaksi dan

bekerjasama, karena sudah terjalin kepercayaan.

. Aman

Kosa kata lain yang mengandung makan kesejahteraan adalan aman.
Menurut Al-Ishfahani, makna dasar dari kata tersebut adalah jiwa yang
tenang dan hilangnya ketakutan atau pembenaran dan ketenangan hati.
Kesejahteraan social adalah kondisi aman (jauh dari gangguan, baik alam-
fisik maupun social) dan relasi yang harmonis antar manusia, sehingga setiap
manusia dapat menjalankan fungsi social kekhilafahannya. Maka orang atau
masyarakat yang sejahtera tidak hanya ditunjukkan dengan sehan badan,
tetapi juga sehat hati dan pikirannya serta memiliki hubungan social yang
baik sesama manusia. Orang seperti ini akan senatiasa bersikap baik, seperti
menyayangi dan membantu, terutama kepada orang-orang yang memiliki
problem social. Dengan penjelasan ini maka jelas bahwa kesejahteraan

social adalah kebutuhan dasar dan pokok bagi manusia.
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Untuk memperoleh kesejahteraan sosila, Al-quran jyga menggariskan
pentingnya usaha kesejahteraan social. Artinya, meski kesejahteraan adalah
kebutuhan dasar setiap manusia, namun tidak semuanya didapatkan dengan
mudah, baik karena factor internal manusianya, seperti karena sakit maupun
karena factor eksternal, seperti karena terkena bencana atau kecelakaan yang
membuatnya cacat seumur hidup®.

Dalam Al-Quran telah disinggung beberapa indikator kesejahteraan, seperti

pada Q.S Quraisy (106) ayat 3-4 yang berbunyi:

1 GiBA G pal 3 g4 gl (o) il 13h G ) piatd

Terjemahan:

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini
(Ka‘bah). yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan
lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut®’.

Berdasarkan ayat tersebut, indikator dalam Al-Quran ada tiga, yakni
menyembah Allah (pemilik) Ka’bah, menghilangkan rasa lapar, dan
menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama, adanya rasa takut pada Allah pemilik ka’bah adalah
gambaran dari pembentukan mental. Bisa dikatakan, apabila indikator
kesejahteraan pada aspek materi sudah ditepuni, maka tidak dapat dijamin
bahwa yang memilikinya akan merasa bahagia. Kedua, menghilangnya rasa
dahaga (tercukupinya kebutuhan konsumsi), ayat diatas menjelaskan Allah

lah yang memberikan makanan untuk hilangkan dahaga. Pernyataan ini

% \Waryono Abdul Ghafur, dkk, Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial (Yogyakarta:
Samudra Biru, 2012) Hal. 6-13

¢7 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta: CV Penerbit
J-ART, 2004) h. 602
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memperlihatkan bahwa dalam ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat
secukupnya (hanya untuk menghilangkan lapar) dan tidak boleh berlebihan.
Ketiga, menghilangnya rasa takut adalah gambaran dari munculnya rasa
aman, nyaman dan damai.

Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umum ataupun secara personal
dengan tercukupinya sandang yang dibutuhkan oleh manusia, papan atau
keinginan manusia untuk keperluan akan tempat tinggal dan pangan,
keperluan dalam hal maka. Dimana kebutuhan akan makanan merupakan
keperluan utama manusia.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa penghasilan
masing-masing pekerja tidak menentu namun jika dikalkulasikan menurut
data pendapatan dari setiap kapal yang masuk, diperkirakan upah yang
diterima kurang dari Rp. 3.000.000 perbulan. Hal itu dapat dilihat dari data
pendapatan yang berbeda dari setiap kapal yang masuk, serta banyak
sedikitnya muatan. Misalnya, pada tanggal 01 Mei 2021, pendapatan yang
masuk pada KM Thalia sebesar Rp. 28.295.000 dengan pembagian upah
setiap buruh sebesar Rp. 414.000, selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2021,
pendapatan yang masuk dari KM Prince Soya sebesar Rp. 12.686.000
dengan pembagian upah ke buruh sebesar Rp. 220.000, pada tanggal 07 Mei
2021 pendapatan yang masuk pada KM Queen Soya sebesar Rp. 23.955.000
dengan pembagian upah ke buruh sebesar Rp. 377.000, dan pada tanggal 15
Mei 2021 pendapatan yang masuk pada KM Thalia sebesar Rp. 16.644.000

dengan pembagian upah ke buruh sebesar Rp. 328.000.
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Jika kapal yang masuk di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare
sebanyak delapan kali sebulan dengan gambaran upah tersebut, maka
pendapatan buruh tidak mencapai Upah Minimum Regional yang ditetapkan
oleh Pemerintah Kota Parepare sebesar Rp. 4.200.479 sehingga jika dilihat
dari upah buruh, maka belum bisa dikatakan sejahtera.

Secara terperinci Warkum Sumito menguraikan tujuan Ekonomi Islam
yang dijelaskan sebagai berikut:

a) Kesejahteraan ekonomi merupakan hal yang sangat penting.
Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan
negara.

b) Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum,
pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, serta sistem
negara yang menjamin diwujudkannya terpenuhinya kebutuhan dasar
yang adil dibidang ekonomi®.

Berdasarkan hal ini dan indikator kesejahteraan pada BPS, maka buruh
di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare belum bisa dikatakan sejahtera. Hal
itu bisa dilihat dari sejumlah wawancara yang dilakukan, dimana dalam
pendapatan/ upah sebagian buruh mengatakan upah yang diterima pas-pasan
sehingga hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi
sebagian buruh mengaku menyewa tempat tinggal untuk istri dan anaknya.
Sementara untuk menyekolahkan anak, mereka mengaku bahwa mendapat
bantuan dari Pemerintah, namun bantuan pemerintah untuk pendidikan

hanya sampai pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan jika berkeinginan

% Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi
Komparasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h. 112
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untuk meneruskan pendidikan ke tingkatan lebih tinggi maka dibutuhkan
biaya lebih, sehingga kemungkinan buruh yang akan terjadi yaitu anak
mereka berpotensi tidak dapat mengecap pendidikan yang lebih tinggi,
namun hal itu tidak mustahil jika orang tua mendukung meskipun dengan
memberikan motivasi dan anak ingin berusaha. Dibidang kesehatan, pihak

pelabuhan telah memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan untuk para buruh.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta uraian yang telah
dipaparkan pada Bab 1V, dapat disimpulkan bahawa:

1. Sistem Pengupahan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare menggunakan
sistem borongan dan sistem satuan hasil. Dimana sistem borongan dilakukan
buruh muatan dasar dan sistem satuan hasil diterapkan pada buruh bagasi.
Sistem upah pada pekerjaan borongan belum bisa dikatakan baik, karena
masih ada sebagian buruh yang mengaku tidak adil dengan proses kerjanya
dimana ada sebagian buruh yang dinilai malas-malasan dalam bekerja
namun menerima upah yang sama dengan buruh lainnya. Sedangkan sistem
upah menggunakan satuan hasil sudah baik dan sesuai dengan prinsip
Hukum Ekonomi Syariah, dimana dalam prosesnya terdapat akad yang jelas
dan upah yang sesuai dengan kerelaan kedua belah pihak, yakni buruh dan
pemberi kerja (Penumpang).

2. Pengupahan pada buruh di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare tidak
menerapkan standarisasi upah. Karena, upah buruh tergantung dari banyak
sedikitnya barang yang masuk dan keluar, serta banyak sedikitnya barang
yang diangkut.

3. Jika dilihat dari lima indikator kesejahteraan menurut BPS maka, buruh di
Pelabuhan Nusantara Kota Parepare belum bisa dikatakan sejahtera.
Pertama, buruh yang bekerja mengaku mendapatkan upah yang hanya cukup

untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari (pas-pasan). Kedua, saat bekerja

65
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seseorang memerlukan makan dan minum setelah selesai bekerja, sehingga
upah yang diterima akan berkurang dengan pengeluaran tersebut. Ketiga,
untuk pendidikan sang anak rata-rata buruh mengaku tidak dapat membiayai
untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan upah yang diperoleh
saat bekerja sebagai buruh di Pelabuhan. Beruntungnya, saat ini sudah ada
pendidikan gratis hingga ke jenjang SMA. Keempat, dalam hal kesehatan
buruh sudah difasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dari pihak Koperasi TKBM,
sedangkan keluarga buruh memperoleh Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari
pemerintah pusat. Kelima, dilihat dari kondisi perumahannya buruh
mengaku rata-rata tinggal ditempat yang layak meskipun ada sebagian dari
mereka yang masih menyewa rumah. Melihat indikator BPS yang belum
terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa buruh di Pelabuhan Nusantara Kota
Parepare belum bisa dikatakan sejahtera.
B. Saran
Dalam sistem borongan pada muatan dasar sebaiknya Ketua Kelompok Kerja
(KRK) atau dalam hal ini lebih dikenal dengan istilah mandor, sebaiknya
menentukan waktu jam istirahat pada buruh, misalnya satu jam istirahat lalu
kembali bekerja. Sehingga, tidak membuat sebagian buruh merasa bahwa tidak
adil jika menyamaratakan upah dengan buruh yang malas-malasan saat bekerja.
Menurut saya pendidikan dapat mengubah pola pikir manusia menjadi lebih
dewasa, dan bijak dalam berfikir. Sehingga, saya menyarankan kepada buruh
agar memotivasi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi, memang tidak menjamin

seseorang akan sukses, namun setidaknya kita sudah berusaha untuk terus maju
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dan tidak terbelenggu dalam mindset “Bapakku buruh, ujung-ujungnya saya juga

akan menjadi buruh” sehingga, kita lebih berusaha untuk meningkatkan ekonomi

keluarga. Menurut saya hal-hal yang bisa dilakukan dalam memotivasi
pendidikan dalam keluarga buruh:

1. Ketua koperasi TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare berinisiatif
untuk menggandeng Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Dinas
Pendidikan Kota Parepare untuk mengadakan seminar terkait pentingnya
pendidikan bagi anak sekaligus sosialisasi bantuan pendidikan yang
diadakan pemerintah.

2. Bagi buruh, sebaiknya memberikan dukungan dan motivasi terkait
pentingnya pendidikan. Jika, keluarga saja acuh maka anak mungkin akan
berfikir bahwa pendidikan tidak penting dalam hidup.

3. Bagi anak, kejarlah cita-cita meskipun terhalang sulitnya ekonomi. Meski
sulit, jika berusaha pasti akan ada yang berubah meskipun kecil. Jangan
pasrah terhadap kondisi ekonomi, banyak hal yang bisa dilakukan untuk
meraih masa depan cerah jika kita bersungguh-sungguh dalam berusaha dan
berdoa. Cobalah lakukan hal-hal yang bermanfaat dengan meminimalisir

potensi penyesalan dikemudian hari.
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BONGKAR MUAT (TKBM) DI PELABUHAN
NUSANTARA KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk ketua TKBM Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

1. Berapa jumlah buruh yang bekerja di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare?

2. Bagaimana sistem kerja yang diterapkan terhadap buruh di Pelabuhan?

3. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan terhadap buruh di Pelabuhan?
4. Apakah ada standarisasi upah yang ditetapkan di Pelabuhan?

Wawancara untuk buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota-Parepare

Siapa nama bapak?

Berapa umur bapak?

Apakah bapak sudah berkeluarga?
Berapa anak bapak sekarang?

e el bo e



Apakah lama bapak bekerja berpengaruh terhadap besaran upah yang bapak
terima?

Berapa jumlah upah yang bapak terima dari muatan perkapal atau barang yang
bapak angkut?

Menurut bapak, apakah upah yang bapak terima sudah berimbang dengan beban
kerja bapak? »

Wawancara untuk buruh pelabuhan terkait kesejahteraan buruh

[

!“’) 2

Dari upah yang bapak peroleh, apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga
bapak?

Seberapa besar kebutuhan bapak sehari-hari?

Selama bekerja di Pelabuhan, apakah bapak dan keluarga sudah memiliki tempat
tinggal yang menetap?

Apakah pihak pelabuhan telah memfasilitasi jaminan ketenagakerjaan untuk
bapak?

Dari upah yang bapak peroleh, apa sudah bisa membiayai sekolah anak-anak
bapak?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai

dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan
untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare,

Pembimbing Utama Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

AT ] o
(Baddmz% H)

(Dr. Hj. Muliati, M.Ag) :
NIP: 196013119903 2 004 NIP: 19700917 199803 1 002



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama - Yasser Aslan

Tempat/Tanggal lahir : 16 Sepretber 1974

Agama : Islam

Pekerjaan : Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Nusantara
Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Annastasya. H yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem
Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat
(TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare™.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.
Parepare, 04 Mei 2021

Yang diwawancarai

Yasser Aslan
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama - - Umar Saleh

Tempat/Tanggal lahir : fosefore 21/6/ 681

Agama : Islam

Pekerjaan - Wakil Ketua TKBM Pelabuhan Nusantara
Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Annastasya. H yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem
Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat
(TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare™

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.
Parepare, 06 Mei 2021

Yang diwawancarai

frdsr-
Umar Saleh
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fattah

Tempat/Tanggal lahir i ﬁ‘lzf’w e W"f 1918

Agama : Islam

Pekerjaan : Ketua Regu Kerja Buruh Bagasi Pelabuhan
Nusantara Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Annastasya. H yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem
Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat
(TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”. ‘

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.
Parepare, 21 Mei 2021

Yang diwawancarai

Muhammad Fattah
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama -: Saparuddin

Tempat/Tanggal lahir : Bankaend), 16 Deteber BIG

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota
Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada

saudari Annastasya. H yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem

Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat
(TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2021

Yang diwawancarai
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama .- Muhlis

Tempat/Tanggal lahir : farepare 05 Gephember 1989

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota
Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Annastasya. H yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem
Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat
(TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.
Parepare, 21 Mei 2021

Yang diwawancarai
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syamsul Bahri

Tempat/Tanggal lahir . Towkao, s Agshs 190!

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota
Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Annastasya. H yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem
Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat
(TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.
Parepare, 21 Mei 2021

Yang diwawancarai

Syamsul Bahri
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama -: Kaharuddin

Tempat/Tanggal lahir : Jenepnt0 . % Deservbet 976

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota
Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Annastasya. H yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem

Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat
(TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2021

Ve iwawancarai

( ¢

Kaharuddin
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama -: Hamzah

Tempat/Tanggal lahir - 0 ae /5%

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota
Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Annastasya. H yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem
Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat
(TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.
Parepare, 21 Mei 2021

Yang diwawancarai

|

Hamzah
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hendra

Tempat/Tanggal lahir ' TR W

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota
Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Annastasya. H yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem
Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat
(TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.
Parepare, 21 Mei 2021

Yang diwawancarai

e

Hendra
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama - Malik

Tempat/Tanggal lahir 29 /72 / a9

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh TKBM Pelabuhan Nusantara Kota
Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Annastasya. H yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem
Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat
(TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare™.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.
Parepare, 23 Mei 2021

Yang diwawancarai

.

Malik
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syamsuddim

Tempat/Tanggal lahir :31~/2-7198¢

Agama : Islam

Pekerjaan : Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Nusantara
Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Annastasya. H yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem
Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat
(TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare™.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.
Parepare, 25 Mei 2021

Yang diwawancarai

PN

/

Syamsuddin
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama - : Dg. Situru

Tempat/Tanggal lahir . Jenepontv , 11 wvarcet 195

Agama . Islam

EEREha : Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Nusantara
Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Annastasya. H yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem
Pengupahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat
(TKBM) di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare™.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.
Parepare, 25 Mei 2021

Yang di carai

Dg. Situru
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Wawancara dengan buruh Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

““‘ A e p— 52;

Wawancara dengan buruh Pelabuhan Nusantara Kota Parepare
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Wawancara dengan Buruh Pelabuhan Nusantara Kota Parepare
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